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ABSTRAK 
NAMA  : INAYAH HASAN 
NIM   : 30600113002 
JUDUL  : Analisis Peran Pemerintah, LSM, Dan Masyarakat Dalam 
Pengelolaan Ekonomi Wisata Hutan Mangrove Di Lantebung 
Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. 
 
 
 
Hutan mangrove sebagai sumber daya alam hayati mempunyai keragaman potensi 
yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu dari sumber yang mendapat 
perhatian di wilayah pesisir adalah ekosistem mangrove. Manfaat yang dirasakan berupa 
berbagai produk dan jasa. Salah satu jasa yang diperoleh dari manfaat hutan mangrove 
adalah berupa jasa ekowisata. 
 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pola Interaksi antara 
Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam pengelolaan Ekonomi wisata hutan mangrove di 
Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? (2) Bagaimana Pola 
Kemitraan antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam pengelolaan Ekonomi wisata 
hutan mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Politik Lingkungan, Konsep New 
Institutionalism, Teori Determinisme Lingkungan, Dan Konsep Ekowisata. Jenis 
Penelitian yang digunakan adaah penelitian kualitatif. 
 
Hasil Penelitian ini adalah Pola interaksi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat 
dalam mengelola Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung adalah Pola Kemitraan, 
dimana masyarakatlah yang berperan besar dalam perencanaan tersebut. Kemitraan pada 
esensinya dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik 
secara individual maupun kelompok. Kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara 
individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu 
tugas atau tujuan tertentu.  
Implikasi penelitian ini adalah (1) Mengaharapkan agar Pola interaksi antara 
Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam pengelolaan Ekonomi wisata hutan mangrove di 
Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tetap mepererat 
hubungan relasinya agar masyarakat bisa lebih mandiri dan merasa nyaman dalam 
melakukan kegiatan sehari-harinya. (2) Diharapkan juga adanya perhatian lebih dari 
pemerintah setempat untuk penanaman mangrove untuk spesies yang belum ada sehingga 
keanekaragaman mangrove di lantebung meningkat serta adanya mangrove sebagai 
penahan abrasi pantai. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Indonesia memiliki mangrove dan juga memiliki  keragaman hayati yang 
terbesar serta strukturnya paling bervariasi. Di Indonesia perkiraan luas mangrove 
juga sangat beragam. Salah satu dari sumber yang mendapat perhatian di wilayah 
pesisir adalah ekosistem mangrove. Hutan mangrove sebagai sumber daya alam 
hayati mempunyai keragaman potensi yang memberikan manfaat bagi kehidupan 
manusia. Manfaat yang dirasakan berupa berbagai produk dan jasa. Pemanfaatan 
produk dan jasa tersebut telah memberikan tambahan pendapatan dan bahkan 
merupakan penghasilan utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. 
Salah satu jasa yang diperoleh dari manfaat hutan mangrove adalah berupa jasa 
ekowisata.1 
Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk       
menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh         
beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai 
kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Mangrove memiliki manfaat             
besar bagi masyarakat pada umumnya, terutma masyarakat di wilayah pesisir. 
Manfaatnya meliputi aspek ekonomi, dan keamanan dari badai dan tsunami. 
 
                                                           
1Kustanti, A, Yulia RF, Mcmajemen Hutan Mangrove, (Bogor : PT Penerbit IPB Press,  
2011), h.27 
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Berbagai macam produk dan jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari       
ekosistem hutan mangrove.2 
Diperlukan langkah-langkah terukur dan berkelanjutan untuk 
mengobservasi mangrove, yang meliputi kerangka pikir melakukan konservasi 
ekosistem     mangrove, tujuan dari konservasi, pendekatan terhadap konservasi 
mangrove dan pertimbangan-pertimbangan terkait lainnya. Konservasi mangrove 
adalah tindakan yang parsial atau meyeluruh untuk menggantikan karakteristik 
ekosistem yang struktur dan fungsinya telah rusak atau punah.3 
Salah satu jasa lingkungan yang berpeluang dikembangkan dan tidak 
merusak ekosistem hutan mangrove adalah ekowisata. Kegiatan ekowisata bisa    
termanfaatkan bila telah dilakukan pembenahan oleh manusia. Ekowisata    
merupakan paket perjalanan menikmati keindahan lingkungan tanpa merusak 
ekosistem hutan yang ada. Ekosistem mangrove dengan keunikan yang     
dimilikinya, merupakan sumberdaya alam yang sangat berpotensi untuk dijadikan 
sebagai tempat kunjungan wisata. Penerapan sistem ekowisata di ekosistem 
mangrove merupakan suatu pendekatan dalam pemanfaatan ekosistem tersebut            
secara lestari. Kegiatan ekowisata adalah alternatif yang efektif untuk     
menanggulagi  permasalahan lingkungan  di kosistem ini seperti tingkat 
                                                           
2James. W Nybakken, BioJogi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis, (Jakarta : PT. Gramedia, 
1992), h.67 
 
3Prof.Dr.Ir. Cecep Kusmana, M.S, Konservasi Mangrove Dan Kesejahteraan Masyarakat, 
(Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h.56 
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eksploitasi yang berlebihan oleh masyarakat dengan menciptakan alternatif    
ekonomi bagi masyarakat.4 
Vegetasi hutan yang terletak melintang dari arah arus laut merupakan 
keindahan dan keanekaragaman vegetasi yang berbeda dari formasi hutan lainnya. 
Terlihat dari keunikan penampakan vegetasi mangrove berupa perakaran yang 
mencuat keluar dari tempat tumbuhnya.5 
Sumber daya alam pesisir dan lautan merupakan salah satu potensi penting 
dalam pembangunan masa depan, Indonesia sebagai negara yang memilki 
wilayah laut dan pesisir yang sangat luas dengan berbangai keanekaragaman 
hayati yang  tentu mempunyai nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi 
diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada 
masyarakat Daerah di Indonesia. Pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian 
dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara yang perlu dijaga kelestariannnya 
dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat bagi generasi 
sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Islam juga mengakui 
kepemilikan umum/bersama seperti barang tambang, tanah, sumber air (sungai, 
mata air), lautan dan biotanya terdapat dalam Qur'an Surah An-Nahl/16: 14 yang 
berbunyi: 
                                                           
4Muhaerin, "Kajian Sumberdaya Ekosistem Mangrove Untuk Pengelolaan Ekowisata Di 
Estuari Perancak Jembrana Ball" Skripsi, (Bogor; Insitut Pertanian Bogor 2008), h.27 
 
5James. W Nybakken, Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis, (Jakarta : PT. Gramedia, 
1992), h.67 
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Terjemahnya: 
"Dan Dia-lah, Allah yang memmdukkan lautan (untukmu), agar   
kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan 
kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai;     
dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu 
mencari (keuntungan) dari karunia-Nya ,dan supaya kamu    
bersukur.6 
 
Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharapkan dijadikan sebagai dasar 
dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan harapan bahwa keragaman sumber 
daya alam yang tinggi dan sangat penting yang terkandung di dalamnya dapat 
dikembangkan untuk kepentingan sosial,ekonomi, budaya, lingkungan, dan 
penyangga kedaulatan negara agar dikelola secara berkelanjutan dan 
berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat 
dan tata nilai bangsa   yang berdasarkan norma hukum nasional.7 
Alam semesta merupakan karunia yang paling besar terhadap manusia,    
untuk itu Allah Swt menuruh manusia untuk memanfaatkannya dengan baik 
dan   terus harus bersyukur kepadanya. Akan tetapi pada kenyataannya, 
malahan  terjadi kerusakan disana-sini akibat perbuatan orang-orang munafiq. 
                                                          
6Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an,   
2005) h.269 
7Timly Assahiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi 
Press, 2005), h. 124 
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Rasulullah Saw menyuruh untuk menanam kembali apa yang rusak dari hutan 
yang telah ditebang dan dirusak. Rasulullah sendiri memuji perbuatan ini 
dengan salah satu perbuatan yang terpuji. 
Al-Qur'an menjelaskan bahwa alam dunia ini akan rusak disebabkan 
oleh tangan orang-orang yang munafik. Mereka sangat seraka dalam 
mengeksploitasi kekayaan alam, mereka tidak mempedulikan tentang 
akibatnya. Sekarang sudah banyak kerusakan didarat, dilaut, dan diudara. 
Akibatnya banyak bencana yang terjadi sana-sini, seperti banjir, gempa, 
gunung meletus, angin puting beliung, dan ada lagi yang sangat 
mengkhawatirkan yaitu issu akan terjadinya pemanasan global. Adapun 
mengenai hadits bersumber dari Abu Hurairah r.a. dengan lafazd dan 
diletakkan dalam kitab Al-Muzara'ah sebagai berikut : 
 
 
 
Artinya: 
"Hadist Abu Hurairah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari 
kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan 
sewakan tanah itu (untuk mengelolahnya) dengan sepertiga hasilnya, 
seperempat dan seperdua. Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa 
ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada 
saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia 
memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. "8 
 
                                                           
8Matsna, Moh, Qur'an Hadits Madrasah Aliyah, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 100 
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Ungkapan Nabi s.a.w. dalam hadis diatas yang menganjurkan bagi 
pemilik tanah hendaklah menanami lahannya atau menyuruh saudaranya 
(orang lain) untuk menanaminya. Ungkapan ini mengandung pengertian agar 
manusia jangan membiarkan lingkungan (lahan yang dimiliki) tidak 
membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Memanfaatkan 
lahan yang kita miliki dengan menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang 
mendatangkan hasil yang berguna untuk kesejahteraan pemiliknya, maupun 
bagi kebutuhan konsumsi orang lain. 
Hal ini merupakan upaya menciptakan kesejahteraan hidup melalui 
kepedulian terhadap lingkungan.9 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di 
Sulawesi, dari  wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia 
dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, 
wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 
derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1 -25 meter 
dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar 
dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni 
sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang 
bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah 
                                                           
9Matsna, Moh, Qur 'an Hadits Madrasah Aliyah, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), h. 
102-115 
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kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar 
ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km2.10 
Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 15 kecamatan dan 
memiliki 143 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada rujuh kecamatan 
yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, 
Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Tamalanrea adalah 
sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sejarah 
Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea terbentuk sejak 7 Januari 
1998 yang merupakan pemekaran dari kecamatan Biringkanaya dan memiliki 
luas area kurang lebih 31,84 km2 atau 18,2 % dari luas Kota Makassar. 
Jumlah penduduk pada hingga bulan mei tahun 2015 mencapai kurang lebih 
142.000 Jiwa. Batas-batas Kecamatan Tamalanrea adalah sebagai berikut: 
Sebelah Utara: Kecamatan Birangkanaya, Sebelah Timur : Kabupaten Maros, 
Sebelah Selatan : Kecamatan Panakkukang, Sebelah barat: Selat Makassar. 
Kecamatan Tamalanrea memiliki 6 Kelurahan yaitu : 
1. Kelurahan Tamalanrea 
2. Kelurahan Tamalanrea Jaya 
3. Kelurahan Tamalanrea Indah 
4. Kelurahan Kapasa 
5. Kelurahan Bira 
6. Kelurahan Parangloe.11 
                                                           
10Makassarkota.go.id/l 10-geografiskotamakassar. (Diakses 15 Oktober 2016) 
8 
 
 
Tepatnya di Derah Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea 
Kota Makassar, memiliki salah satu potensi sutnber daya alam yang sedang 
dalam tahap pengembangan oleh Pemerintah. Hutan mangrove yang berada di 
kawasan Lantebung sebelumnya telah berkembang sejak tahun 2013 namun 
dalam proses pengelolaannya terjadi sengketa lahan antara pihak swasta dan 
masyakarat yang menyalahi aturan. Baru-baru ini Walikota Makassar 
melakukan penanaman 20 ribu mangrove selain untuk pengembangan 
ekonomi wisata, Pemerintah juga ingin meningkatkan persentase jumlah 
Ruang Terbuka Hijau di Makassar. Selain potensi keuntungan ekonomis juga 
didapatkan warga jika hutan mangrove terpelihara dengan baik, kawasan ini 
dapat menjadi area berkembangnya populasi ikan, udang, dan kepiting bakau 
atau rajungan. 
Kawasan mangrove yang akan dijadikan sebagai kawasan ekowisata 
ini adalah hamparan pesisir mangrove sepanjang 3km, dengan ketebalan 
sudah mencapai 50 meter. Mangrove yang sudah tumbuh saat ini tingginya 
beragam, antara 1-3 meter. Aktivitas nelayan di lantebung juga terlihat tidak 
terganggu dengan adanya penanaman mangrove tersebut. Di beberapa titik 
malah terlihat jaring-jaring ikan yang dipasang memanjang tanpa saling 
menggangu dengan aktivitas penanaman mangrove yang ada.12 
                                                                                                                                                                     
11Makassarkota.go.id/llO-geografiskotamakassar. (Diakses 15 Oktober2016) 
12Mongabay.co.id/2016/08/25/begini-pemerdayaan-nelayan-sekaligus-pelestarian-mangrove-   
dengan-ekonomiwisata-di-lantebung (Diakses 28 November 2016) 
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Ditinjau dari eksistensi dan kontribusi kawasan pesisir yang signifikan 
pada masyarakat bahwa, kawasan pesisir dapat disebut sebagai sebuah 
wilayah yang kompleks akibat kehadiran berbagai lapisan masyarkat dan 
kepentigan-kepentingannya. Berdasarkan karakteristik kawasan pesisir, 
permasalahan, tumapang tindih kepentingan para pemangku pemangku 
kepentingan (Stakeholders), baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, 
dibutuhkan pengelolaan terpadu pada kawasan pesisir agar bermanfaat bagi 
masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Dengan semakin kompleksnya 
sistem pada wilayah pesisir, baik itu sumber daya alam maupun 
masyarakatnya, pengelolaan yang tepat dan terpadu bagi keberlanjutan 
pembangunan pesisir perlu memperhatikan evaluasi dan perencanaan 
komprehensif yang meliputi potensi sumber daya yang tersedia, masyarakat, 
konsekuensi dari sebuah perencanaan pembangunan, fakor-faktor sosial 
budaya, dan kepentingan-kepentinan yang berkontestasi di kawasan itu. 
Secara umum, terdapat empat unsur penting dalam pengelolaan kawasan 
pesisir, yaitu unsur wilayah atau ekologi, keterpaduan para pemangku 
kepentingan, keterpaduan sektor, dan keterpaduan disiplin ilmu.13 
Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" 
mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan unruk menggali dan 
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna 
                                                           
13Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, M.S, Konservasi Mangrove Dan Kesejahteraan Masyarakat, 
(Jakai-ta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h.64-65 
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mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam 
kerangka pengelolaan dan pelestarian mangrove, terdapat dua konsep utama 
yang dapat diterapkan. Kedua konsep tersebut pada dasarnya memberikan 
legitimasi dan pengertian bahwa mangrove sangat memerlukan pengelolaan 
dan perlindungan agar dapat tetap lestari. Kedua konsep tersebut adalah 
perlindungan ekosistem mangrove dan rehabilitasi ekosistem mangrove.14 
Hutan Mangrove juga menjaga keindahan pantai serta mencegah 
terjadinya abrasi akibat hantaman ombak pasang laut. Di dalam Islam ayat 
yang mengenai bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di 
lautan adalah akibat perbuatan manusia, terdapat dalam Qur'an Surah Ar-
Rum/30: 41 yang berbunyi: 
 
 
 
Terjemahnya : 
"Telah  nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan  karena 
perbuatan tangan manusia,  supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat)perbuatan mereka.agar mereka kembali 
(keja/an yang benar).”15 
 
Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya 
manusia harus segera menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan 
timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan dan menggantinya dengan 
                                                           
14Bengen, D.G.2004. Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. 
PKSPL-IPB, Bogor 
15Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 
2005) h.409 
11 
 
 
perbuatan baik dan bennanfaat untuk kelestarian alam. Ayat di atas menyebut 
darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad itu.Ini dapat berarti daratan dan 
lautan menjadi arena kerusakan, yang hasilnya keseimbangan lingkungan 
menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer 
memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. 
Jauh-jauh hari, sebelum para petinggi negara menyuarakan pentingnya 
mengobservasi mangrove sebagai sebuah strategi mengurangi bencana, pakar 
antropologi lingkungan yang mempelajari secara khusus kolerasi antara umat 
manusia dan lingkungan, yang berhubungan dengan potesi konflik, telah 
mengkaji isu lingkungan dengan seksama. Para pakar seperti Mathews 
membentangkan pandangan mereka bahwa degradasi lingkungan seiring 
bertambanhnya penduduk akan berdampak terhadap kelangkaan sumber daya 
yan berkaitan dengan aspek ekonomi dapat mendorong migrasi dan 
terciptanya keresahan politik dan konflik. Berkaitan dengan isu lingkungan 
tidak hanya hutan, tetapi juga kawasan hutan mangrove para pengusung 
konsep ekologi politik, Neo-Marxists mengemukakan dimensi berbeda 
tentang keamanan terhadap lingkungan, yang mengedepankan faktor struktur 
politik, seperti kepincangan akses terhadap sumber daya alam sebagai dasar 
timbulnya konflik sosial.16 
                                                           
16Prof.Dr.Ir. Cecep Kusmana, M.S, Konservasi Mangrove  Dan  Kesejahteraan Masyarakat 
(Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h.195 
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Dalam pengamatan penulis Pemerintah, LSM, dan Masyarakat memang 
mempunyai peranan penting dalam mengelola ekonomi wisata hutan mangrove di 
lantebung kelurahan bira kecamatan tamalanrea. Akan tetapi dalam praktek 
peranannya terkadang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga penulis 
merasa perlu untuk meneliti analisis peran Pemerintah, Lsm, dan Masyarakat 
dalam mengelola ekonomi wisata hutan mangrove tersebut agar seseuai dengan 
aturan yang sebenarnya atau aturan yang berlaku, dan dalam praktek 
kesehariannya memang tidak bisa terlepas dari pola interaksi Pemerintah, LSM, 
dan Masyarakat, karena ketiganya saling terkait dalam mengelola ekonomi wisata 
hutan mangrove. 
B. Rumusan Masalah 
Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang telah diteliti, maka penulis 
membatasinya pada persoalan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pola Interaksi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam 
pengelolaan Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung Kelurahan Bira 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? 
2. Bagaimana Pola Kemitraan antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam 
pengelolaan Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung Kelurahan Bira 
Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? 
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C.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka 
penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui Pola relasi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat 
dalam pengelolaan Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung 
Kelurahan Bira Keeamatan Tamalanrea Kota Makassar? 
2. Untuk mengetahui Pola Kemitraan antara Pemerintah, LSM, dan 
Masyarakat dalam pengelolaan Ekonomi wisata hutan mangrove di 
Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar? 
D. Kegunaan 
a. Secara Teoritis 
Menjawab  fenomena  masalah sosial politik yang  ada khususnya  dalam 
masalah pengembangan hutan mangrove di Lantebung menjadi ekonomi 
wisata . 
b. Secara Akademis 
Menambah wawasan keilmuwan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah 
pengembangan dan pengelolaan hutan mangrove.  
14 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Karya Terdahulu 
Adapun tulisan yang hampir sama atau bahkan mirip dengan judul 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
"Politik Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Pangkep ( Implementasi 
Corporate Social Responsibility PT Semen Tonasa)" oleh Nur Awaliah Mahdi. 
Skripsi ini membahas tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kab. Pangkep 
(Implementasi corporate social responsibility PT Semen tonasa). Dimana 
keberadaan PT Semen Tonasa mempunyai dampak negatif dari pencemaran 
udara berupa debu yang dihasilkan oleh kegiatan industri semen terdiri dari debu 
yang dihasilkan selama pengangkutan bahan baku ke pabrik dan bahan jadi 
keluar pabrik termasuk pengantongannya, corporate social responsibility dapat 
dijadikan alternatif yang patut dikembangkan untuk berbagai arah tanggung 
jawab perusahaan dalam berbagai persoalan sosial dan lingkungan, CSR dapat 
dijadikan strategi keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, 
sertawujud kegiatan untuk menjaga dan melakukan upaya-upaya terhadap 
kemungkinan munculnya akses negatif industrialisasi. Adapun tujuan penelitian 
ini ingin melihat sejauh mana pengelolaan lingkungan hidup di PT Semen 
Tonasa (implementasi CSR PT Semen Tonasa ). PT Semen Tonasa mempunyai 
program CSR yaitu Tonasa Mandiri, Tonasa Cerdas, Tonasa Hijau, dan Tonasa 
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bersahaja diman diwujudkan dalam berbagai program peningkatan kesejahteraan, 
peningkatan kelestarian alam dan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. 
Adapun sinergitas perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalamk 
kemitraan tripartit tidak maksimal melakukan kemitraan tripartit dimana dalam 
kemitraan ini perusahaan kurang melibatkan masyarakat dan pemerintah dalam 
program (Corporate Social Responsibility).17 
“Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi Protokol 
Kyoto (Analisis Kebijakan Kelembagaan Dalam Implementasi Program Clean 
Development Mechanism (CDM) Di Indonesia)". Oleh Achmad Abdi Amsir. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan lingkungan 
pemerintah indonesia dalam mendukung ratifikasi protokol kyoto dengan 
menggunakan analisis kebijakan kelembagaan dalam implementasi program 
CDM sebagai bahan kajian utamanya. Metode penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif sebagai tipe penelitian sedangkan teknik pengumpulan data 
pada karya ilmiah ini adalah berdasarkan studi pustaka (library research) dengan 
mengakumulasi data yang pernah ditulis pleh para penulis maupun instansi yang 
terkait dengan pokok masalah kajian. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CDM merupakan satu-satunya 
skema mekanisme pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang dapat melibatkan 
                                                           
17Nur Awaliah Mahdi, "Politik Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Pangkep 
(Implementasi (Corporate Social Responsibility PT Semen Tonasa)", Skripsi, (Makassar; Jurusan Ilmu 
Politik, Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 
h.v 
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negara berkembang termasuk indonesia di dalamnya yang mana mekanisme ini 
merupakan sebuah entitas bisnis. Diperlukan kebijakan kelembagaan dari 
pemerintah yang komperhensif dalam mendukung terimplementasinya 
mekanisme ini.18 
"Politik Lingkungan: Analisa Reducing Emission From Deforesatioti 
Degradation (REDD) Sebagai Program Penyelamatan Hutan Indonesia" oleh 
Hendrik Manullang. Rincian penelitian ini menganalisis tentang Pemanasan 
global telah menjadi isu yang menghangat beberapa dekade belakangan ini, hal 
ini tidak terlepas semakin terasanya dampak negatif dari pemansan global 
tersebut. Dan dampak negatif ini dirasakan merata tanpa mengenal diskriminasi, 
baik negara maju maupun negara berkembang mengalami dampak negatif 
pemanasan global. Oleh karena itu dampak negatif tersebut seluruh negara 
didunia sepakat untuk mengusahakan pencegahan pemanasan global tersebut. 
Diantara usaha yang dilakukan adalah REDD yaitu mekanisme pencegahan 
pemanasan global melalui penyerapan karbon hutan dengan mencegah 
deforestasi dan degradasi hutan. REDD yang lahir dari konfrensi yang diikuti 
oleh seluruh negara di dunia ini tentunya ada aktor-aktor yang merancangnya 
serta kepetingan dari aktor-aktor tersebut.19 
                                                           
18Achmad Abdi Amsir, "Kebijakan Lingkungan Pemerintah Indonesia Pasca Ratifikasi 
Protokol Kyoto (Analisis Kebijakan Kelembagaan Dalam Implementasi Program Clean Development 
Mechanism (CDM) Di Indonesia)", Tests, (Makassar: Program Magister, Universitas Hasanuddin, 
2010) 
19Hendrik Manullang, "Politik Lingkungan: Analisa Reducing Emission From Deforesation 
Degradation (REDD) Sebagai Program Penyelamatan Hutan Indonesia", Skripsi, (Medan: Departemen 
Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2010), h. i 
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"Kajian Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Pahawang 
Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawarah" oleh Rynaldo Davinsy, 
Asihing Kustanti, dan Rudi Hilmanto. Pengelolaan hutan mangrove 
berkelanjutan dalah kegiatan yang tepat dalam pemanfaatan lahan dan basil hutan 
di daerah pesisir. Kegiatan ini merupakan langkah baik untuk mengurangi 
kerusakan ekosistem mangrove dan mempertahankannya. Keadaan dan faktor 
yang menunjang dalam pengelolaan hutan mangrove sangat perlu diketahui 
untuk pengembangan selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana keadaan dan strategi pengembangan pengelolaan hutan mangrove. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara pada instansi terkait dan ke 
masyarakat di Desa Pulau Pahawang pada bulan Januari-April 2015. Analisis 
data menggunakan analisis SWOT dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pengelolaan hutan mangrove sudah cukup baik, ini ditunjukkan dengan 
nilai agresif (1,22 ; 0,73), artinya strategi yang mengutamakan tindakan segera 
yaitu dengan memanfaatkan peluang dan mempertahankan kekuatan (growth 
oriented strategy). Strategi pengembangan harus saling mendukung antara pihak 
instansi terkait, pihak pengelola, dan masyarakat. Selain itu, kegiatan 
pengembangan tracking mangrove harus dilaksanakan melihat potensi hutan 
yang baik, adanya peraruran desa yang mendukung, dan respon masyarakat yang 
baik. Strategi yang dilakukan sebaiknya melibatkan Badan Pengelola Daerah 
Perlindungan Mangrove (BPDPM) dan masyarakat agar lebih optimal dalam 
pengembangannya. Keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove seiring dengan 
18 
 
 
meningkatnya pengetahuan aspek manajemen. Pengembangan prioritas lainnya 
adalah pemberian penyuluhan, pelatihan yang didampingi oleh tenaga ahli, dan, 
pengembangan teknologi tepat guna.20 
"Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan 
Lingkungan" oleh Budianto. Dengan fokus penelitian Upaya pembangunan 
lingkungan dalam upaya pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yang 
jelas mengenai hal-hal yang diharapkan mampu untuk mendukung masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan 
lingkungan hidup dan lebih mengedepankan suatu etika dan pengetahuan 
mengenai lingkungan dalam suatu cara pandang yang dimiliki oleh masyarakat 
dan pemerintah kota Semarang. 
Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang tepat perlu dikembangkan 
secara sungguh-sungguh dan efektif, termasuk sistem penyelesaian sengketa 
tentang lingkungan hidup dengan berdasarkan pada Undang-Undang Lingkungan 
Hidup. Dalam melaksanakan Undang-Undang Lingkungan Hidup Dan Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan ini diharapkan dapat sesuai dengan koridor yang 
diamanatkan dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini menarik 
suatu kesimpulan bahwa dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan, 
                                                           
20
 Rynaldo Davinsy, dkk, "Kajian Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Pulau Pahawang 
Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran", Jurnal Sylva Lestari ISSN 2339-0913, 
Vol.3,No.3,2015. 
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pemerintah kota Semarang telah berusaha untuk sesuai dengan Undang-Undang 
Lingkungan Hidup namun karena terbatasnya sumber daya manusia dan 
peralatan yang digunakan kurang mendukung mengakibatkan pembangunan 
lingkungan yang berorientasi dengan wawasan lingkungan menjadi sedikit 
terhambat dan cenderung terbengkalai.21 
Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, 
dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian tersebut bahwa secara keseluruhan 
berbeda, baik dari segi persepsi kajain maupun dari segi metodologi. Penelitian-
penelitian diatas ada yang berfokus pada actor-actor Reducing Emission From I 
Deforestation Degradation (REDD), pelestarian hutan mangrove, pengelolaan 
hutan mangrove yang berkelanjutan dengan melihat dari strategi 
pengembangannya. Sedangkan dalam hal ini peneliti lebih berfokus pada 
Interaksi Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam pengelolaan Ekonomi wisata 
hutan mangrove di Lantebung.  
B. Tinjauan Teoritis 
Untuk menganalisis Pola Kemitraan dan Pola Interaksi antara Pemerintah, 
LSM Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekonomi Wisata Hutan Mangrove Di 
Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makasar. Penulis 
meggunakan acuan teori yaitu: 
                                                           
21Budianto, "Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan 
Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Studi Dikota Semarang Prov. 
Jawa Tengah)", Tesis, (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008), h. 
vi 
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a. Teori Politik Lingkungan 
Salah satu bidang, yang semakin menarik perhatian adalah politik 
lingkungan. Politik lingkungan mulai berkembang pada akhir tahun 1960-an 
dan awal tahun 1970-an. Menurut Paterson, bahwa politik lingkungan adalah 
pendekatan yang menggabungkan masalah lingkungan dengan politik 
ekonomi untuk mewakili suatu pergantian tensi yang dinamik antara 
lingkungan dan manusia. dan antara kelompok yang bermacam-macam 
didalam masyarakat dalam skala individu lokal pada transnasional secara 
keseluruhan.22 
Mengamati skala sosial dan lingkungan yang berbeda, politik 
lingkungan menjelaskan sekurangnya dua peneltian area yang berbeda. 
Pertama, penelitian ke dalam sumber yang kontekstual perubahan lingkungan 
yang menguji pengaruh lingkungan secara umum pada suatu negara, 
hubungan antar negara, dan kapitalisme global. Kedua, area penelitian 
mencari tahu suatu lokasi dari aspek-aspek khusus mengenai perubahan 
lingkungan, yaitu dengan studi suatu konflik atas akses sumber-sumber 
lingkungan.23 
Ilmuan lain mendefinisikan politik lingkungan adalah sebagai suatu 
bingkai untuk memahami kompleksitas saling berhubungan antara 
                                                           
22Herman Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Bant dan Reformasi, 
(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 9 
23Herman Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Bam dan Reformasi, h. 
10 
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masyarakat lokal, nasional, politik ekonomi global dan ekosistem. Konsep ini 
telah diangkat dalam cara yang beraneka seperti "Dunia Ketiga Politik 
Lingkungan", politik lingkungan boleh didefmisikan sebagai usaha untuk 
memahami sumber-sumber politik, kondisi dan menjadi suatu jaringan dari 
pergantian lingkungan. Pemahaman terkini politik lingkungan adalah 
cenderung untuk melihat mendalam dinamika lingkungan dan memfokuskan 
atas suatu susunan sistem manusia. Abe Ken-ichi mendefinisikan politik 
lingkungan sebagai suatu kolektif nama untuk semua usaha intelektual untuk 
secara kritis menganalisis masalah ketepatan sumber daya alam dan asal usul 
kemsakan sumberdaya secara politik ekonomi, dengan maksud itu diperoleh 
studi akademik atau aplikasi yang bersifat praktis. Dalam pengertian lain, 
politik lingkungan peduli pada dimensi politik dalam penggunaan dan 
pemanfaatan sumberdaya alam. Jelaslah, bahwa lingkup dari politik 
lingkungan telah merujuk sebagai suatu metode analisis daripada disiplin 
ilmu pengetahuan yang menyatu atau subuisiplin, yang biasanya diwaraai 
oleh rangkuman gagasan yang berhubungan, premis dan teori.24 
Politik lingkungan hidup merupakankajian yang membahas interaksi 
antar berbagai elemen sistem (variable) di dalam proses perumusan dan 
pengambilan keputusan publik yang menuju terbentuknya public policy 
terhadap masalah-masalah lingkungan. Secara komprehensif dibahas 
                                                           
24Herman Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Bam dan Reformasi, h. 
10-11 
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berbagai isu krisis lingkungan, ideologi politik lingkungan, gerakan 
lingkungan, sistem politik, partai politik dan lingkungan. dan proses politik 
dan lingkungan, Singkatnya, politik lingkungan hidup sccara scdcrhana, 
mcminjam istilah Bryant dan Bailey dimaknai sebagai bidang kajian dalam 
ilmu politik terhadap masalah-masalah lingkungan.25 
Politik lingkungan adalah suatu metode terapan oleh ahli-ahli 
lingkungan yang menganalisis kebijakan mengenai masalah lingkungan yang 
relevan, ini yang dikenal dengan sebutan progressive contextualization 
(kontekstualisasi yang maju). Pendekatan ini memulai dengan aktor (pelaku), 
dalam hal ini para pemakai sumber daya alam yang langsung, dan 
mempertimbangkan suatu konteks dengan apa mereka berbuat atau tidak 
berbuat dalarn cara yang khsusus terhadap sumberdaya alam. Pendekatan ini 
juga bermaksud untuk menerangkan mengapa masyarakat menggunakan 
lingkungan dalam cara-cara yang khusus, kadang-kadang menyebabkan 
sumberdaya berkurang atau rusak sehlngga dapat membahayakan masyarakat 
dan lingkungan sekitar.26 
Kajian Gerakan Aktor (Pelaku) 
Ada dua alasan kritis untuk mengidentifikasi gerakan aktor (pelaku) 
pengelolaan lingkungan di Indonesia. Pertama, adalah mengkaji pelaku 
                                                           
25Hennan Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Bant dan Reformasi, h. 
12 
26Herman Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Bam dan Reformasi, h. 
12 
23 
 
 
langsung yang dapat digolongkan misalnya, Negara dan pengusaha, baik 
lokal maupun transnasional. Kedua, mengkaji pelaku tidak langsung, 
misalnya Lembaga keuangan internasional (Bank Dunia, IMF, ADB dan 
sebagainya), akademisi, LSM dan masyarakat lokal).27 
Di Indonesia berdasarkan konstitusi 1945. pasal 33 ayat 3 
mengatakan bahwa: tanah, air, dan sumberdaya alam, dan yang ada di 
dalarnnya akan dikontrol oleh Negara dan akan diperuntukan untuk 
kemakmuran rakyat. Ini juga tercatat dalam Undang-Undang Agraria (1960) 
dalam hak-hak penggunaan tanah, bahwa semua lahan hutan dan sumberdaya 
alam dimiliki mutlak oleh Negara sebagai organisasi yang mempunyai 
kewenangan dari bangsa.28 
b. Konsep New Institutionalism 
Merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, 
bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan 
ekonomi. 
Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Sebut 
saja misalnya, institusionalisme baru sosiologi, institusionalisme ekonomi, 
dan sebagainya. Mengapa disebut institusionalisme baru? Oleh karena ia 
merupakan penyimpangan dari institusionalisme lama, Seperti telah diuraikan 
                                                           
27Herman Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Bam dan Reformasi, h, 
15 
28Herman Hidayat, Politik Lingkungan Pengelolaan Hutan Masa Orde Bam dan Reformasi, h. 
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di atas institusionalisme lama mengupas lembaga-lenibaga kenegaraan 
(aparatur negara) seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu, 
institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat 
diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun 
masyarakat yang lebih makmur. Usaha iru perlu ada semacam rencana atau 
design yang secara praktis menentukan langkah-langkah untuk tercapainya 
tujuan itu. Institusionalisme baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan 
behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari 
perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang 
hanyak rncnccrrninkaa kegiatan massa itu. Bcntuk dan sifat dari institusi 
ditentukan oleh para aktor politik serta pilihannya. Dengan demikian 
kedudukan sentral dan institusi-institusi dalam membentuk kebijakan publik 
dinomorduakan.29 
Institusi politik adalah rules of the game (aturan main), yang menjadi 
masalah ialah aturan yang mana, dan bagaimana sifatnya, formal seperti 
perundang-undangan, atau informal seperti kebiasaan, norma sosial atau 
kebudayaan. Institusi tidak hanya merupakan refleksi dari kekuatan sosial. 
Institusi seperti pemerintah, parlemen, partai politik, dan birokrasi 
mempunyai kekuatan sendiri, dan para aktor harus menyesuaikan diri 
padanya. Dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi yang tertata 
                                                           
29Jan-Erik dan svante ersson, comparative politics; an introduction and new approach 
(Cambridge: polity press, 1994), h.l 16 (dalam miriam budiarjo, dasar-dasar ilmu politik edisi revisi 
(Jakarta: PT.gramedia pustaka utama,2008) h.96) 
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melalui pola perilaku yang diarur oleh peraturan yang telah diterima sebagai 
standar. Institusi adalah peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan 
orang yang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama 
dengan orang lain untuk tujuan bersama.30 
Institusi-institusi memengaruhi dana menentukan cara para aktor 
berusaha mencapai tujuannya. Institusi menentukan: (a) siapa aktor poiitik 
yang sah (b) jumlah aktor (c) siapa menentukan tindakan. Institusi memberi 
stabilitas, sebab tidak dapat diubah begitu saja. Institusi mempunyai 
kekuasaan yang sedikit banyak otonom dan para aktor yang ingin mnegubah 
institusi tertentu akan mempertimbangkan akibat-akibat yang sering tidak 
dapat diramalkan. Disadari bahwa negara memiliki otonomi sendiri dan dapat 
mengadakan tindakan sendiri, terutama dalam masa kritis. Ia tidak hanya 
menerima input dari lingkungan, tetapi atas dasar itu membuat keputusan-
keputusan dan kebijakan yang otoratif. Selain itu, institusi juga turut 
menentukan bentuk dari sifat dari perilaku para aktor.31 
Para penganut pendekatan Rational Choice, yang tadinya berasumsi 
bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang egois, juga mulai 
menyadari bahwa dalam menghadapi suatu institusi tertentu, keputusan-
keputusan yang diambil oleh manusia juga dipengaruhi oleh faktor lain, sikap 
                                                           
30Jan-Erik dan svante ersson, comparative politics; an introduction and new approach 
(Cambridge: polity press, 1994), h.l 16 (dalam mkiam budiarjo, dasar-dasar ilmu poiitik edisi revisi ( 
Jakarta: PT.gramedia pustaka utama,2008) h.97) 
31Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Poiitik Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia pustaka 
utama, 2008) h.98 
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ini dapat berkembang menjadi kerja sama dalam menghadapi institusi itu dan 
atas kesadaran sendiri para aktor dapat menyesuaikan preferensinya dengan 
kepentingan orang banyak, berdasarkan perhitungan efektivitas. Dengan 
dernikian manusia dari manusia yang tadinya hanya rational ( yang memakai 
akal) untuk kepentingan sempit, menjadi manusia yang reasonable (yang 
memikirkan apa yang layak) untuk kepentingan Bersama.32 
Pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism lebih 
merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan 
beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi. 
Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara 
sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru 
memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan 
tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis 
atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari 
perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang 
hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi 
ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya. 
Bagi penganut Institusionalisme Baru, pokok masalah ialah 
bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif 
sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan 
                                                           
32Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia pustaka 
utama, 2008) h.98 
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kolektif. Dalam usaha menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana 
dalam masyarakat mengenai cara bagaimana mengubah institusi yang ada 
agar menjadi lebih demokratis. Proses ini dapat disebut Institutional 
engineering (rekayasa institutional) melalui suatu institutional design 
(rancangan institutional). Untuk negara-negara yang sedang dalam transisi ke 
domokrasi, Institusionalisme Baru menjadi alat analisis tadinya hanya 
rational ( yang memakai akal) untk kepentingan sempit. menjadi manusia 
yang reasonable (yang memikirkan apa yang layak) untuk kepentingan 
Bersama.33 
Pendekatan kelembagaan bam atau the new institutionalism lebih 
merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan 
beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi. 
Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara 
sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru 
memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan 
tertentu. Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis 
atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari 
perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang 
hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi 
ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya. 
                                                           
33Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia pustaka 
utama, 2008) h.99-100 
28 
 
 
Bagi penganut Institusionalisme Baru, pokok masalah ialah 
bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif 
sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan 
kolektif. Dalam usaha menentukan institusi yang terbaik terjadi wacana 
dalam masyarakat mengenai cara bagaimana mengubah institusi yang ada 
agar menjadi lebih demokratis. Proses ini dapat disebut Institutional 
engineering (rekayasa institutional) melalui suatu institutional design 
(rancangan institutional). Untuk negara-negara yang sedang dalam transisi ke 
domokrasi, Institusionalisme Baru menjadi alat analisis yang sangat penting. 
Perbedaannya dengan Institusionalisme yang lama ialah perhatian 
Institusional Baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fisikal, dan 
moneter, pasar, dan globalisasi ketimbang pada masalah konstitusi yuridis.33 
c. Teori Determinisme Lingkungan 
Determinisme lingkungan adalah teori yang menyatakan bahwa 
karakteristik manusia dan budayanya disebabkan oleh lingkungan alamnya. 
Dampak iklim pada kepribadian dan kecerdasan ditentukan oleh urusan  
manusia lainnya terutama pemerintahan dan agama. Ahli geografi 
determinisme lingkungan mencoba membuat studi itu menjadi teori yang 
berpengaruh. Sekitar tahun 1930-an pemikiran ini banyak ditentang karena 
tidak rnernpunyai landasan dan terlalu mudahnya membuat generalisasi   
(bahkan lebih sering memaksa). Faktor lingkungan bukan saja menentukan   
karakteristik kebudayaan tetapi juga membentuk kebudayaan. Seluruh aspek 
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kebudayaan manusia dan tingkah laku disebabkan secara langsung oleh 
pengaruh lingkungan.34 
Determinisme lingkungan, juga dikenal sebagai determinisme iklim 
atau determinisme geografi, adalah pandangan bahwa lingkungan fisik, 
bukannya kondisi sosial, yang menentukan kebudayaan. Penganut pandangan 
ini mengatakan bahwa manusia ditentukan oleh hubungan stimulus dan 
respon (hubungan lingkungan-perilaku) dan tidak bisa menyimpang dari hal 
itu. Argumen dasar dari penganut determinisme lingkungan adalah bahwa 
aspek dari geografi fisik, khususnya iklim, memengaruhi pemikiran individu, 
yang pada gilirannya akan menentukan perilaku dan budaya yang dibangun 
oleh individu tersebut. Sebagai contoh, iklim tropis dikatakan menyebabkan 
kemalasan dan sikap santai, sementara seringnya perubahan cuaca di daerah 
sub-tropis cenderung membuat etos kerja yang lebih bersemangat, Karena 
pengaruh Iingkungan ini secara lambat laun nieniengarahi kondisi biologis 
manusia, niaka perlu untuk merunut migrasi dari kelompok untuk melihat 
kondisi lingkungan tempat mereka berevolusi.35 
Determinisme Iingkungan telah diadopsi oleh bidang desain 
perkotaan untuk menggambarkan dampak Iingkungan yang dibangun 
mungkin pada perilaku. Ini adalah dasar dari konsep Pencegahan Kejahatan 
Melalui Desain Lingkungan (CPTED) yang mencoba untuk memodifikasi 
                                                           
34Materi/Perkembangan-Sejarah-Geografi / Wordpress.com ( Diakses 20 Oktober 2016 ) 
35Determinisme-Lingkungan. Wikipedia.com (Diakses 23 Oktober 2016) 
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perilaku mengganggu melalui desain yang sesuai dari Iingkungan fisik. 
Konsep ini juga merupakan dasar ruang aktif yang mencoba untuk 
mcndorong kcgiatan melalui desain scbuah ruang. Sepanjang studi geografi, 
ada sejumlah pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan perkembangan 
masyarakat dunia dan budaya. Salah satu yang menerima banyak menonjol 
dalam sejarah geografis, tetapi telah menurun dalam beberapa dekade 
terakhir penelitian akademik determinisme Ungkungan.36 
Determinisme Iingkungan adalah keyakinan bahwa Iingkungan 
(terutama faktor fisik seperti bentang alam dan atau iklim) menentukan pola 
kebudayaan manusia dan pembangunan sosial. Lingkungan determinis 
percaya bahwa itu adalah faktor-faktor Iingkungan, iklim, dan geografis saja 
yang bertanggung-jawab untuk budaya manusia dan keputusati individu dan / 
atau kondisi sosial hampir tidak berdampak pada pengembangan kebudayaan. 
Argumen utama determinisme lingkungan menyatakan bahwa karakteristik 
fisik daerah seperti iklim memiliki dampak yang kuat terhadap prospek 
psikologis penghuninya. Pandangan ini bervariasi kemudian menyebar ke 
selumh populasi dan membantu menentukan keseluruhan perilaku dan 
budaya snafu rnasyarakat. Misalnya dikatakan bahwa wilayah di daerah 
tropis kurang berkembang daripada Iintang yang lebih tinggi karena euaca 
terus hangat di sana membuat lebih mudah untuk bertahan hidup dan dengan 
                                                           
36Ahimsa-Putra, M.S. Antropologi Ekologi: Beberapa Teori dan Perkembangannya 
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demikian, orang yang hidup di sana tidak bekerja keras untuk menjamin 
kelangsungan hidup mereka.37 
Dibuatnya kebijakan mengenai lingkungan adalah sebuah keputusan 
besar dan langkah awal bagi perbaikan lingkungan fisik yang rusak. Perhatian 
ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan perlu dibicarakan, kemudian 
dicari upaya pcmccahnnya dalara kcbijakan-kcbijakan politik. Sclanjutnya, 
dibuatlah keputusan-keputusan mengenai lingkungan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang diharapkan. Kasus lingkungan awalnya bukan merupakan 
wacana yang menarik dalam geografi politik. Akan tetapi, setelah banyak 
korban diberbagai negara, maka menjadi masalah dunia. Apalagi dampak 
lingkungan yang tidak mengenai batas wiiayah negara, kawasan lingkungan 
menjadi bagian dari instrumen dalam tatanan politik internasional.38 
Menyadari pentingnya isu ligkungan, maka negara-negara maju 
mendengungkan persyaratan ekolabel terhadap sejumlah negara-negara 
produsen yang umumiiya adalah negara berkembang. Lembaga Ekolabel 
Indonesia (LEI), merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia 
sebagai bagian dari upaya mengembangkan Pengelolaan Hutan Lestari di 
Indonesia yang bekerja secara mandiri, terbuka, memiliki kredibilitas tinggi, 
objektif, transparan dan demokratis dengan berdasarkan pada keberlanjutan 
fungsi lingkungan hidup yang telah memperoleh pengakuan inteniasionai, 
                                                           
37Ahimsa-Putra, H.S. Anfropologi Ekologi: Beberapa Teori dan Perkemhangannya 
38Dr.Hj Sri Hayati, M.Pd & Drs. Ahmad Yani, M.Si. Geografi Politik . (Bandung : PT. Refika 
Aditama, 2007), h.98 
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dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga riset dan 
universitas di berbagai negara.39 
d. Konsep Ekowisata 
Ekowisata merupakan bentuk wisata bertanggung jawab terhadap 
kelestarian lingkungan dan memberi manfaat secara ekonomi dan 
mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat yang telah menyebar 
ke seluruh dunia sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dari 
defmisi ini ekowisata dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni sebagai (1) 
produk, (2) pasar. dan (3) pendekatan pcngcmbangan. Sebagai produk, 
ekowisata merupakan scrnua atraksi yang berbasis pada sumber daya aiam. 
Sebagai pasar, ekowisata merupakan perjalanan yang diarahkan pada upaya-
upaya pelestarian ligkungan. Akhirnya sebagai pendekatan pengembangan, 
ekowisata merupakan metode pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya 
pariwisata secara ramah lingkungan. Disini kegiatan wisata yang bertanggung 
jawab terhadap kesejahteraan masyarakat lokal dan pelestarian ligkungan 
sangat ditekankan dan merupakan ciri khas ekowisata. Pihak yang berperan 
penting dalam ekowisata bukan hanya wisatawan tetapi juga pelaku wisata 
lain (tour operatour) yang memfasilitasi wisatawan untuk menunjukkan 
tanggung jawab tersebut.40 
                                                           
39Dr.Hj Sri Hayati, M.Pd & Drs. Ahmad Yani, M.Si. Geogrqfi Politik . (Bandung : PT. Refika 
Aditama, 2007), h. 100 
40Damanik, Perencanaan Ekowisata, (Yogyakarta : Pusat Studi Pariwisata (PUSPAR) UGM 
dan ANDI press, 2006), h. 43 
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Kegiatan ekowisata di Indonesia belum begitu berkembang, tetapi 
mengingat potensi yang besar dan kemampuan pemerintah yang terbatas, 
maka pengembangan ekowisata di Indonesia perlu dilakukan hati-hati agar 
tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Bila suatu kawasan 
dikembangkan untuk tempat wisata, maka dengan segera fasilitas pendukung 
juga akan berkembang. Oleh karena iru pemerintah seharusnya menyiapkan 
petunjuk pelaksanaan pengembangan ekowisata yang mampu menjamin 
kelestarian sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati yang ada. 
Menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ekowisata 
dan kemudian dijabarkan sebagai kriteria untuk kegiatan ekowisata di 
Indonesia, Oleh karena iru maka pcrcncanaan pengembangan pariwisata 
hcadaknya diiakukaa sccara mcnycluruh, termasuk inventarisasi dan 
penilaian sumberdaya yang cocok untuk pariwisata, perkiraan berbagai 
tekanan yang timbul sebagai dampak lingkungan, hubungan sebab akibat dari 
berbagai macam tata guna lahan untuk masing-masing kegiatan pilihan 
pemanfaatannya.41 
Potensi ekowisata merupakan semua objek (alam, budaya, buatan) 
yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya 
tarik bagi wisatawan. Potensi ekowisata dapat dilihat dari hasil analisis daya 
dukung. Daya dukung kawasan adalah jumlah maksimum pengimjung yang 
                                                           
41Yulianda F, Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir 
Berbasis Konservasi. (IPB. Bogor: Departemen M FPIK) (Disampaikan pada Seminar Sains 21 
Februari 2007) 
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secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu 
tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan munusia. Meskipun permintaan 
sangat banyak namun daya dukunglah yang membatasi kegiatan yang 
dilakukan dilingkungan alam.42 
Mengingat potensi yang besar dan kemampuan pemerintah yang 
terbatas, maka bentuk pengembangan ekowisata di Indonesia perlu dilakukan 
hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Pemilihan 
lokasi untuk pengembangan kawasan ekowisata dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan sistem, yaitu salah satu cara penyelesaian 
persoalan yang dimulai dengan analisis kebutuhan, formulasi masalah dan 
identifikasi sistem serta diakhiri dengan penilaian prioritas pengembangaan 
ekowisata berupa sistem operasi yang efektif dan efisien.43 
Pengaruh terhadap Ekologi 
Pengembangan ekowisata harus benar-benar dilakukan dengan penuh 
kehati-hatian dan pengelolaan yang cermat, tidak terjebak atau tergiur pada 
keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi harus berpedoman pada 
pengembangan berkelanjutan. Artinya, generasi kini dapat memetik 
manfaatnya, namun tanpa melupakan bahwa generasi berikutnya pun 
                                                           
42Yulianda F, Ekowisata Bahari sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir 
Berbasis Komervasi. (IPB. Bogor: Departemen M FPIK) (Disampaikan pada Seminar Sains 21 
Februari 2007) 
43Marimin, Teknik Dan Apilikasi Pengambilan Kriteria Majemuk. ( Jakarta : Grasindo, 2004), 
h.37 
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memiliki hak mendapat manfaat SDA yang sama. Oleh karena itu, kebijakan 
dalam kaitan dengan ekowisata dilandasi oleh dimensi ekologi yaitu: 
1. Penentuan dan konsistensi pada daya dukung lingkungan. 
2. Pengeloiaan limbah dan pengurangan penggunaan bahan baku hemat 
energi 
3. Prioritas pengembangan produk dan layanan jasa berbasis lingkungan, 
4. Peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi.44 
Pengembangan ekowisata dapat mendatangkan dampak positif 
berupa meningkatnya upaya reservasi sumberdaya alani, pembangunan taman 
nasional, perlindungan pantai, dan taman iaut. Namun di lain pihak, 
pengeloiaan kegiatan ekowisata yang kurang tepat dapat menimbulkan 
dampak negatif berupa polusi, kerusakan lingkungan fisik, pemanfaatan 
berlebihan, pembangunan fasilitas tanpa memperhatikan kondisi lingkungan, 
dan kerusakan hutan mangrove.45 
Ekowisata saat ini rnenjadi salah satu pilihan dalam rnernpromosikan 
lingkungan yang klias yang terjaga keasliannya sekaligus menjadi suatu 
kawasan kunjungan wisata. Potensi yang ada adalah suatu konsep 
pengembangan lingkungan yang berbasis pada pendekatan pemeliharaan dan 
konservasi alam, mangrove sangat potensial bagi pengembangan ekowisata 
                                                           
44Damaik & Weber, Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Apilikasi. (Yogyakarta : Andi 
Press, 2006), h.57 
45A, Tuwo, pengeloiaan ekowisata pesisir dan Iaut. ( Surabaya : Brilian Internasional, 2011), 
h.43 
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karena kondisi mangrove yang sangat unik serta model wilayah yang dapat di 
kembangkan sebagai sarana wisata dengan tetap menjaga keaslian hutan serta 
organisme yang hidup dikawasan mangrove. Suatu kawasan akan bernilai 
lebih dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang jika di dalamnya terdapat 
suatu yang khas dan unik untuk dilihat dan dirasakan. Ini menjadi kunci dari 
suatu pengembangan kawasan wisata.46 
 
  
                                                           
46Feronika. "Studi Kesesuaian Ekowisata Mangrove sebagai Objek Ekowisata di Pulau 
Kapota Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara", Skripsi ( Makassar: Universitas 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah kota Makassar, untuk 
lokasi yang lebih spesifik dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah 
Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea. Penulis memilih Daerah 
Lantebung sebagai lokasi penelitian karena terdapat pengembangan hutan 
mangrove. 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. 
Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat 
diamati dari orang-orang   yang   diteliti.47  Qualitative  research   is  an   inquiry 
process  of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry 
that explore a social or human problem. (Penelitian kualitatif adalah proses 
penyidikan yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia).48 
C. Subjek / Objek Penelitian 
a) Untuk mengumpulkan data, telah ditentukan para informan yang akan 
memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti. 
                                                           
47Bagong Suyatno. Metode Penelitian Sosial. (Jakarta: Kencana, 2008), h.166 
48Emzir. Metodologi Penenelitian Kualitatif. Analisis Data.  (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 
h.2 
 
36 
38 
 
 
b) Informan merupakan penduduk Daerah Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar, informan yang akan penulis wawancarai adalah 
sebagai berikut: 
• Kepala Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW Kecamatan 
Tamalanrea 
• Sekretaris Lurah Bira 
• Masyarakat seternpat di sekitar lingkungan Lantebung 
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua teknik     
yaitu: 
Wawancara 
Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan, dimana 
jawaban informan akan menjadi data mentah, Secara khusus, wawancara juga 
merupakan metode bangus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer 
yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak hanya literatur yang membahasanya. 
Wawancara dilakukan dengan cara mengikuti petunjuk pedoman wawancara yang 
sebelumnya telah dibuat oleh peneliti.49 
Observasi   atau  pengamatan  dapat   didefmisikan   sebagai  perhatian  
yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Penelitian harus 
                                                           
49Lisa Harrison. Metodologi Penelitian Politik (Jakarta: Kencana, 2009), h.104 
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mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan terhadap orang lain 
yang sudah . peneliti terlebih dahulu untuk tujuan tersebut. Penggunaan teknik 
observasi ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh 
melalui wawancara.50 
E. Teknik Analisis Data 
Setelah data terkumpul, kemudian melakukan pengolahan data tersebut 
yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal 
pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data masuk. Setelah 
proses editing dilakukan proses coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban 
responden menurut macam-macamnya. Dalam proses penelitian setelah data yang 
dikumpulkan dan diperoleh tahap berikutnya yang penting adalah melakukan 
analisis. Dalam teknis analisis data, tidak semata-mata menguraikan, melainkan 
juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.51 
 
 
  
                                                           
50Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 
37-38 
51Bagong Suyatno. Metode Penelitian Sosiai. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 56-57 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
1. Gambaran Umum Kota Makassar 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di 
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah Kawasan Timur Indonesia 
dan dari wilayah Utara ke wilayah Selatan Indonesia. 
a) Secara geografis Kota Makassar terletak di pesisir pantai bagian barat 
bagian selatan Sulawesi selatan, pada koordinat antara 119° 18' 27,89" 
sampai 119° 3231,03" bujur timur dan 5° 30'18" - 5° 14' 49" lintamg 
selatan. Ketinggian kota ini bervariasi antara 0-25 meter dari pemukaan 
laut, suhu udara antara 20°c - 32°c, memiliki garis pantai sepanjang 32 km 
dan area seluas 175,77 kilometer persegi, dengan batas-batas berikut:  
• Batas Utara  : Kabupaten Pangkajene Kepulauan  
• Batas Selatan  : Kabupaten Gowa  
• Batas Timur  : Kabupaten Maros  
• Batas Barat : Selat Makassar 
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Gambar 1 
Peta Kota Makassar 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Secara administrasi Kota Makassar sebelumnya terbagi atas 14 kecamatan 
dan 143 kelurahan. Namun pada tahun 2015 terjadi pemekaran Kecamatan 
menjadi 15 dan Kelurahan menjadi 153, ada 10 Kelurahan baru yang 
resmi dimekarkan, dan untuk Kecamatan hanya ada 1 yang dimekarkan 
yaitu kecamatan Kepulauan Sangkarang. Di antara kecamatan tersebut, 
ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan 
Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan 
Biringkanaya. Dua sungai besar kecamatan yang berbatasan dengan pantai 
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yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, 
Tamalanrea dan Biringkanaya. Bua sungai besar mengapit kota ini, yaitu: 
sungai tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan sungai jeneberang 
bermuara pada bagian selatan kota.52 
Rumusan Visi Kota Makassar 2014 sebagai bagian pencapaian 
Visi jangka panjang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah 
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, yakni 
"Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa 
yang berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling 
Bersahabat" adalah bagian tidak terpisahkan dari Visi Pemerintah Kota 
Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah 
Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-
2010 vakni "Makassar Kota Maritim. Niaga dan Pendidikan yang 
Bermartabat dan Manusiawi", schingga unruk menjamin konsistensi 
pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat 
dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, 
                                                           
52Geografiskotamakassar.html. www.makassarkota.go.id ( Diakses pada tanggal 03 Mei 2017 
) 
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maka Visi Kota Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2009 adalah "Makassar Mcnuju 
Kota Dunia Berlandas Kcarifan Lokal".53 
Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar : Pertama, yakni jiwa 
dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, 
terkemuka dan dapat menjadi Kota yang diperhitungkan dalam pergaulan 
regional, nasional, dan global. Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk 
tetap memelihara kekayaan kuitural dan kejayaan Makassar yang telah 
dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima 
perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-niai yang 
menjadi warisan sejarah masa lalu. 
Selanjutnya Visi jangka panjang tersebut dijabarkan dalam visi 5 
(lima) tahunan Pemerinlah Kota Makassar, sebagai upaya mewujudkan 
visi jangka panjang dan sikap konsistensi Pemerintah Kota Makassar, 
sehingga tercipta kesinambungan arah pembangunan. Memperhatikan 
kewenangan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah serta memperhatikan perkembangan 
lingkungan strategis dengan posisi Makassar Kawasana Timur Indonesia, 
serta dengan dukungan nilai-nilai budaya yang menunjang tinggi harkat 
dan martabat manusia, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kora Makassar 
                                                           
53Profil Kota Makassar, www.makassarkota.go.id ( Diakses tanggal 05 April 2017 ) 
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Tahun 2010 sebagai berikut : "Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, 
Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi." 
Penduduk Kota Makassar umumnya beretnis mayoritas beragama 
Islam. Makassar merupakan kota yang multi ctnis. Pcnduduk Makassar 
kebanyakan dari suku Makassar dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku 
Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya. Jumlah 
penduduk Kota Makassar pada tahun 2012 sebesar 1.369.606 jiwa 
sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2013 sebesar 1.408.072 jiwa.54 
2. Gambaran Umum Kecamatan Tamalanrea 
Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah 
Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 km2. Jumlah penduduk 89.143 
Jiwa. Topografi wilayah kecamatan dimulai dari daratan rendah hingga 
daratan tinggi dengan keiinggian elevasil-22 m di alas pemukaan laut. 
Penggunan iahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai pemukiman, 
perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. Ke arah selatan kecamatan 
ini mengalir sungai tallo sehinggan masyarakat yang bermukim di sekitar 
sungai memiliki tambak.  
                                                           
54Ririn Ramdani. "Perempuan Politik dan Parlemen di Kota Makassar ( Studi terhadap 
Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014)". Skripsi, (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan 
Politik. U1N Alauddin Makassar. 2016). h.22-23 
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Gambar 2 
Peta Kecamatan Tamalanrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi 
utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan 
Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasa dengan laut dan bagian muara 
Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai 
berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merapkan pantai yang landai. 
Namun demikian terdapat pula pantai cadas di sebelah selatan Lantebung. 
Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan 
relatif stabil dan tenang, sekalipun tampak adanya gejala abrasi dalam skala 
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kecil sepanjang sekitar 20 meter di Lantebung (Kelurahn Bira). Potensi 
sumberdaya alam yang masih dapat 
Kecamatan Tamalanrea yaitu 588 h. dengan produksi perikanan darat 
(tambak) yaitu 190,10 ton. 
Tabel I 
 Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2013 
No Desa/Kelurahan Luas (Km2) 
1. Tamalanrea Indah 4,74 
2. Tamalanrea Jaya 2,98 
3. Tamalanrea 4,15 
4. Kapasa 4.18 
5. Parangloe 6,53 
6 Bira 9,28 
Kecamatan 31,86 
Sumber : BPS Kota Makassar 2013 
Keadaan Tamalanrea dihuni oleh sebagaian besar masyarakat suku   
bugis Makassar, selebihnya merupakan pendatang dari suku Jawa, Toraja, 
Mandar, dan Ketuninan Tionghoa, Semuanya telah berasimilasi dalam 
interaksi sosial masyarakat clan pembangunan kota metropolis. 
1) Jumlah Penduduk 
Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk 
Keiurahan bira laki-laki sekitar 5.369 jiwa dan perempuan 5.648 jiwa. 
Hal ini mcmbuat rasio jenis kelamin adalah sekitar 95,05%. Berdasarkan 
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pekerjaan penduduk kelurahan bira lantebung kebanyakan nelayan dan 
PNS. 
Tabel 2 
Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin dan Sex 
Rasio di Kecamatan Tamalanrea Tahun 2011. 
No Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah Sex Rasio 
1. Tamaianrea Indah 8.449 8.207 16.656 102,94 
2. Tamalanrea Jaya 9.110 9.850 18.960 92,49 
3. Tamalanrea 17.128 17.271 34.399 99,17 
4. Kapasa 8.195 8.421 16.617 97,32 
5. Parangloe 3.211 3.315 6.527 96,87 
6. Bira  5.369 5.648 11.017 95.05 
Kecamatan 51.462 52.713 104.175 97,63 
Sumber : BPS Kota Makassar 2013 
2) Tingkat Pendidikan 
Pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan sangat penting 
artinya untuk membcntuk sumber data manusia yang berkualitas, 
mempunyai wawasan memiliki kepribadian yang tangguh dan dapat 
diandalkan dalam mengisi pembangunan. 
Adapun tingkat pendidikan para penduduk di Kelurahan Bira 
Lantebung hampir sebagian besar para penduduknya hanya menempuh 
pendidikan sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) yairu SD Inpres 
Lantebung. Di lokasi tersebut tidak terdapat taman kanak-kanak 
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sedangkan untuk SMP dan SMA tidak juga terdapat di daerah tersebut. 
Sehingga masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat SMP 
dan SMA harus menempuh jarak yang lumayan jauh. Di daerah tersebut 
rata-rata tingkat pendidikan masyarakat hanya sampai tingkat SD, tetapi 
ada juga sebagaian masyarakat di daerah tersebut yang melanjulkan 
pendidikan sampai ke jenjang perkuliahan. 
3) Kegiatan dan Mata Pencaharian 
Mata pencaharian yang di geluti oleh masyarakat kelurahan bira 
lantebung yaitu rata-rata berprofesi sebagai nelayan. Mata 
pencaharian/pekerjaan menjadl salah satu faktor yang mempengaruhi 
tingkat kesejahteraan, pekerjaan dengan hasil yang memenuhi sehala 
kebutuhan maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin. 
Adapun beberapa masyarakat kelurahan bira lantebung yang berprofesi 
sebagai pegawai negeri dan pekerja industri. 
4) Sarana Dan Prasarana 
Sarana dan prasarana di Kelurahan Bira Lantebung dapat 
dikatakan kurang memadai karena hanya terdapat satu tempat pendidikan 
yaitu Sekelah Dasar (SD) SD.lnpres Lantebug. Sedangkan untuk tempat 
beribadah hanya berupa masjid karena seluruh masyarakat Lantebung 
memeluk agama islam. Terdapat pula sebuah lahan yang kosong yang 
digunakan oleh masyarakat setempat untuk berolahraga seperti bermain 
sepak bola dan volly pada sore hari. 
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Di daerah Lantebung dilengkapi dengan prasarana air bersih yang 
berasal dari PDAM. PDAM tersebut digunakan warga untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan untuk kebutuhan 
memasak. Pemerintah merencanakan pendistribusian PDAM ke daerah 
tersebut melihat karena kondisi air yang tidak layak untuk dikonsumsi 
oleh masyarakat disebabkan adanya campuran air tanah dan air laut. 
Sedangkan untuk Listrik di daerah kantebung sduah difasilitasi, 
masyarakat menggunakan listrik untuk beraktivitas baik pada siang hari 
ataupun malam hari. 
5) Dasar Hukum Hutan Mangrove 
Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" 
mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan 
memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna 
mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelunmya. Dalam 
keraiigka pengelolaan dan pelestarian mangrove, terdapat dua konsep 
utama yang dapat diterapkan. Kedua konsep tersebut pada dasarnya 
membenkan legitimasi dan pengertian bahwa mangrove sangat 
memerlukan pengelolaan dan perlindungan agar dapat tetap lestari. Kedua 
konsep tersebut adalah perlindungan ekosistem mangrove dan rehabilitasi 
ekosistem mangrove. 
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1) Perlindungan hutan mangrove 
Perlindungan hutan Mangrove dilakukan dalam bentuk 
penunjukan suatu kawasan mangrove untuk menjadi kawasan 
konservasi dan sebagai suatu bentuk sabuk hijau disepanjang pantai 
dan sungai. Salah satu kawasan yang dianggap berhasil dalam bentuk 
kawasan perlindungan ini adalah Pulau Rambut dan Pulau Dua di 
Jawa barat. 
Bentuk Legitimasi kawasan hutan mangrove sebagai area yang 
dilindungi dikuatkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri 
Pertanian dan Menteri Kehutanan Nomor KB.550/264/Kpts/4/1984 
dan Nomor 082/KptsII/1984, tanggal 30 April 1984, disebutkan bahwa 
lebar sabuk hijau hutan mangrove adalah 200 meter untuk wilayah 
pantai dan 50 meter di sepanjang sungai. Surat keputusan (SK) ini 
dibuat untuk menyela Sraskan peraturan mengettai areal perlindungan 
hutan mangrove antara instansi terkait serta sebagai acuan untuk suatu 
model ekosistem mangrove bersifat ekologis. 
2) Rehabilitasi Hutan Mangrove 
Rehabilitasi raerupakan suatu beiituk atau upaya untuk 
mengembalikan kondisi ekosistem yang sehat secara ekologis. Bentuk 
rehabilitasi yang dimaksud dalam konsep ini berupa kegiatan 
penghijauan yang dilakukan terhadap hutan-hutan yang telah gundul. 
Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan 
51 
 
 
hutan mangrove dan mcmunculkan nilai cstctika dari kawasan 
tersebut. 
Disamping itu pada tahun 2012 telah dikeluarkan PERATURAN PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2012 TENTANG STRATEGI 
NASIONAL PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE yang berpedoman pada 
beberapa aspek dibawah :  
A. Visi 
Terwujudnya pengelolaan ekosistem  mangrove  yang  berkelanjutan untuk 
kesejahteraan masyarakat.  
B. Misi 
1. Melakukan konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove pada kawasan 
lindung dan kawasan budidaya. 
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan ekosistem 
mangrove. 
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan nilai manfaat 
sumberdaya mangrove dan pemanfaatan ekosistem mangrove yang bijak. 
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kemampuan masyarakat dalam 
pengeloiaan ekosistem mangrove. 
5. Menegakkan peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan 
ekosistem mangrove. 
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C. Sasaran 
1. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas ekosistem mangrove pada 
Kawasan lindung dan kawasan budidaya. 
2. Tersedianya data dan informasi kondisi ekosistem mangrove di Indonesia 
yang handal, dipercaya, dan disepakati oleh para pihak. 
3. Terciptanya kesamaan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan, status, 
fungsi dan manfaat ekosistem mangrove. 
4. Terciptanya peran masyarakat dalam pengeiolaan ekosistem mangrove. 
5. Tersedianya model-model pengeiolaan ekosistem mangrove yang ramah 
lingkungan, berbasis masyarakat dan memberikan manfaat peningkatan 
pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat. 
6. Terlaksananya pemanfaatan ekosistem mangrove berkelanjutan yang sesuai 
dengan iptek dan kearifan lokal. 
7. Terciptanya mekanisme kerja yang sinergis antar para pihak dalam 
pengelolaan ekosistem mangrove. 
8. Terciptanya koordinasi dan integrasi program antar para pihak yang terkait 
dalam pengelolaan ekosistem mangrove. 
9. Tercapainya peningkatan kapasitas institusi pusat, daerah dan masyarakat 
dalam pengelolaan ekosistem mangrove. 
10. Terakomodasikannya ekosistem mangrove dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
11. Terlaksananya penegakan hukum dalam peneelolaan ekosistem mangrove. 
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Berikut peraturan dan perundangan - undangan terkait pengelolaan kawasan 
mangrove : 
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3); 
2. Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya; 
3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 
Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Mengenai Keanekaragaman Hayati); 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 
Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim); 
5. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan; 
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air; 
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentaag Perikanan sebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nornor 23tahun2014; 
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
10. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang 
nomor 1 tahun 2014. 
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11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Periindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perencanaan Tata Ruang 
Wilayah Nasional; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan; 
15. Peraturan presiden nomor 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional 
Pengelolaan Ekosistem Mangrove. 
Lembaga terkait pengelolaari mangrove : 
1. Kementerian Koordinator Maritim; 
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinas KP Prov/Kab/Kota; 
3. Kementerian   Lingkungan   Hidup   dan   Kehutanan   Kantor   Pengawasan   
& Pengendalian Lingkungan Ilidup; 
4. Dinas Kehutanan / Perhutani; 
5. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); 
6. LSM Konservasi Mangrove. 
7. DLL.55 
 
  
                                                           
55Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
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B. Pola Interaksi antaru Pemerintah, LSM. dan Masyarakat dalam pengelolaan 
Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan 
Tamalanrea Kola Makassar. 
Dalam kamus bahasa Indonesia, pola artinya adalah "gambar, corak. 
model. sistem, cara kerja, bentuk, dan struktur". Sedangkan interaksi artinya hal 
yang saling melakukan aksi, berhubungan, memengaruhi, dan antar hubungan. 
Apabila kata tersebut dikaitkan dengan interaksi raaka dapat diartikan pola 
interaksi adalah bentuk dasar cara komunikasi individu dengan individu atau 
individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu dengan memberikan 
timbal balik antara pihak satu dengan yang lain dengan maksud atau hal-hal 
tertentu guna mencapai tujuan.56 
Dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia, M. Ali menyatakan bahwa pola 
adalah gambar yang dibuat contoh / model. Jika dihubungkan dengan pola 
interaksi adalah bentuk-bentuk dalam proses terjadinya interaksi. Interaksi yang 
bemilai pendidikan dalam dunia pendidikan ataupun yang disebut dengan 
interaksi edukatif. sebagai contoh dari pola interaksi adalah dalam hal seorang 
guru menghadapi murid-muridnya yang merupakan suatu kelompok manusia di 
dalam kelas. Di dalam interaksi tersebut pada taraf pertama akan tampak bahwa 
gum mencoba untuk menguasai kelasnya supaya proses interaksi berlangsung 
dengan seimbang, di mana terjadi saling pengaruh mempengaruhi antara kedua 
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belah pihak. Sebagai contoh lain seorang guru mengadakan diskusi diantara anak 
didiknya untuk memecahkan sebuah persoalan. disinilah proses interaksi itu. akan 
terjadi. adanya saling memberikan pcndapat yang bcrbcda satu sama lain.57 
Interaksi adalah proses dimana orang-orang berkomunikasi saling 
memengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui, bahwa manusia 
dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lain. 
Ada beberapa pengertian interaksi sosial yang ada di lingkungan masyarakat, di 
antaranya; Menurut H. Booner dalam bukunya, Sosial Psychology', memberikan 
rumusan interaksi sosial, bahwa: "interaksi sosial adalah hubungan antara dua 
individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu memengaruhi, 
mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu lain atau sebaliknya." Menurut 
Gillin and Gillin yang menyatakan bahwa "interaksi sosial adalah hubungan-
hubungan antara orang-orang secara individual. Antarkelompok orang, dan orang 
perorang dengan kelompok.”58 
Dapat disimpulkan bahwa pola interaksi merupakan suatu cara, model, 
dan bentuk-bentuk interaksi yang saling memberikan pengaruh dan 
mempengaruhi dengan adanya timpal balik guna mencapi tujuan. 
Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-hari, Masyarakat 
Lantebung dalam hal ini melakukan hubungan dengan masyarakat luar, yang 
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dengan interaksi tersebut dapat terlahir hubungan silaturahmi yang erat dan lugas, 
karena untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan makmur perlu adanya 
interaksi seperti halnya masyarakat dengan LSM (Lembaga Swadaya 
Masyarakat). dan salah satu LSM yang melakukan interaksi dengan Masyarakat 
di Lantebung adalah LSM Yayasan Econalural Society dalam hal ini di paparkan: 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Econatural Society 
telah membuat rumah produkfii yang menghasilkan produk yang 
diolah sendiri oleh masyarakat Lantebung.59 
 
Dalam Pemaparan dan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa 
masyarakat Lantebung yang bekerja sama dengan LSM Yayasan Econatural 
Society rnemang menjalin relasi yang baik, dan masyarakat pun turut ramai dalam 
melakukan kegiatan tersebut, ini juga seseuai dengan Firman Allah SWT dalam 
Qur'an Surah Al-hujurat/ 49: 13 yang berbunyi : 
 
 
 
Terjemahnya : 
"Hal manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnva orang vang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Malta Mengenal".60 
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Dalam penjelasan ayat di atas bahwa Allah SWT menjadikan kita 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal, dalam 
hal ini di maksudkan bahwa ada hubungan berbangsa-bangsa antara pemerintah 
dan masyarakat dalam melakukan interaksi hubungan untuk melaksanakan 
kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dalam hubungan itu terbentuk ikatan 
sosial kebangsaan dalam menjalankan fungsinya sebagai Masyarakat dan 
Pemerintah. 
Pemerintah dalam tujuan fungsionalnya mengelola Pemerintahan dengan 
baik, maka perlu melakukan kegiatan sosial yang dapat membuat masyarakat 
menjadi paham arti kehadiran Pemerintah dalam kehidupan bemiasyarakat. Tidak 
hanya itu, Tetapi Pemerintah juga wajib untuk membuat masyarakat tentram 
dengan lingkungannya sendiri, dan dapal hidup dengan kompelitif dan akuntabel. 
Salah salu Interaksi antara Pemerintah dan LSM dalam hal ini adalah Seperti 
Kutipan wawancara berikut ini: 
Setelah tahun 2013 para instansi pemerintah dan lembaga-lembaga 
swasta lainnyajuga sudah mulai masuk untuk melakukan penanaman 
hi bit mangrove.61 
 
Dalam Kutipan wawancara di atas, bukan hanya pemerintah dalam hal ini 
melakukan fungsiona! dalam Pemerintahan, akan tetapi lembaga-lernbaga swasta 
juga ikut berpartisipasi dalam melakukan penanaman bibit mangrove. Pemerintah 
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dan Lembaga Swasta melakukan kegiatan tersebut demi untuk Memakmurkan 
masyarakat Lantebung.  Tujuan  lainnya untuk  membuat daerah   tersebut 
menjadi   indah  dan terbentuk tatanan yang elok. 
Daerah Hutan mangrove kawasan Lantebung, memang sudah dilirik 
Pemerintah Kota dan Pemerintah daerah untuk dijadikan tatanan yang 
Proporsional, itu di buktikan dengan aktifnya Pemerintah Kota dan daerah dalam 
melakukan kegiatan. Seperti Kutipan wawancara berikut ini: 
Pemerintah kota dan pemerintah provinsi saling persatu 
datang di daerah kawasan mangrove ini untuk melakukan 
kegiatan atau civitas yang beragam baik itu fisik maupun non 
fisik.62 
 
Itulah bukti yang real bahwa Interaksi Pemerintah dan Masyarakat 
memang sudah terjalin dengan baik dan mereka bersama-sama melakukan 
kegiatan yang sesuai dengan keadaan masyarakat Lantebung. 
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C. Pola Kemitraan antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam pengelolaan 
Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan 
Tamanlanrea Kola Makassar, 
Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong 
atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. 
Kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-
kelompok atau organisasi- organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan 
tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara uraum (Promkes Depkes RI) 
meliputi : Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan intereksi 
minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing- masing pihak merupakan 
"mitra" atau "partner". Kemitraan adalah proses pencarian bentuk-bentuk 
kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela 
untuk mencapai kepentingan bersama. Kemitraan adalah upaya melibatkan 
masyarkat.63 
Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau 
organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan 
serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun 
keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan 
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memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan Definisi Kemitraan Menurut 
Para Ahli.64 
Menurut Mariotti, mengungkapkan ada 6 prinsip kemitraan yang dijadikan 
dasar etika dalam bisnis dan kcrjasarna yang haras dipcrhatiakan bagi yang 
bermitra yaitu : Karakter, integritas dan Kejujuran Setiap orang hakekatnya 
memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga 
karakter itu menunjukkan kepribadian seseorang atau sekelompok komunitas 
tertentu. Seseorang yang memiliki karakter yang baik biasanya memiliki 
integritas diri yang tinggi dan mernancarkan kewibawaan dan kejujuran yang 
lebih dari raereka yang memiliki integritas yang kurang. Kepercayaan Seseorang 
yang akan bekerjasama dengan pihak atau orang lain tentunya harus memiliki 
mitra yang dapat dipercaya yang telah melalui proses uji kelayakan sebagai mitra, 
karena kepercayaan merupakan modal dalam berbisnis yang tidak muncul begitu 
saja atau secara dadakan, melainkan lahir dan dibangun dari pengalaman. 
Kepercayaan dimunculkan dari proses yang mungkin dari waktu yang singkat 
bahkan bias pula dari waktu yang lama. Komunikasi yang terbuka. Di karenakan 
kerjasama didasarkan atas kepentingan kedua belah pihak, maka kerjasama harus 
ada komunikasi yang terbuka antara keduanya. Komunikasi kedua belah pihak 
penting, mengingat dalam bermitra memerlukan banyak informasi untuk 
menunjang kepentingan usaha bersama. Pertukaran informasi dan diskusi kedua 
                                                           
64Mohammad Takbir. Kemitraan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam 
Pengelolaan Taman Nasional Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
" Skripsi" Makassar; Universitas Muhammadyiah Makassar, 2013. h.5 
62 
 
 
pihak mengenai usaha bersama yang dijalankan tidak mungkin terjadi jika salah 
satu pihak menutup diri atau kurang terbuka. Oleh karena itu, komunikasi yang 
terbuka merupakan salah satu perinsip dasar bermitra yang haras dilakukan adil, 
Dalam  kerjasama tentunya  harus  ada kcadilan dari kedua belah pihak.65 
1. Kemitraan Masyarakat dalam mengelola Ekonomi wisata hutan mangrove 
Kelompok masyarakat adalah suatu kesatuan sosiai yang terdiri dari dua atau 
lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan 
teratur sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, 
struktur, dan norma-norma tertentu. Sedangkan kelompok masyarakat adalah 
Sejumlah orang-orang, dilihat sebagai kesatuan tunggai, merupakan satu 
kelompok sosiai, tetapi kita terutama mempunyai perhatian terhadap interaksi 
kelompok dan terhadap cirri-cirinya yang relatif stabil.66 
Sebuah proses peningkatan kesadaran telah digambarkan dalam bab-
bab terdahulu, dan disini tidak perlu untuk melihat kembali hal tersebut secara 
mendetail. Seperti wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di 
Lantebung berikut ini: 
Kami disini ada kelompok nelayan yang sering bekerjasama 
dengan imtansi yang masuk ke daerah lantebung untuk 
membuat program, baik pembibitan mangrove, sosialisasi, dan 
pelatihan-pelatihan lainnya. Guna untuk menambah 
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pengetahuan serta wawasan masyarakat di daerah 
pengembangan ekowisata mangrove.67 
 
Bagaimanapun. penting halnya untuk menekankan bahwa hal tersebut 
merupakan sebuah peran yang sangat penting bagi seorang pekerja 
pengembangan masyarakat karena meliputi semua aspek praktis. Salah satu 
karakteristik peningkatan kesadaran adalah bahwa ia sebaiknya dimaksudkan 
untuk memberikan kesadaran terhadap berbagai struktur dan strategi 
perubahan sosial hingga orang-orang dapat berpartisipasi dan mengambil 
tindakan efektif. Dalam beberapa kasus struktur-straktur ini mungkin penting 
untuk membantu orang-orang dalam melihat bagaimana mereka bisa 
mendirikan berbagai struktur oieh diri mereka sendiri. Seperti wawancara 
berikut ini : 
Selain kelompok nelayan, disini kami juga didampingi oleh Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) Yayatan Etonatwal Society untuk 
membuat nimah prodnksi yang menghasilkan prodnk yang diolah 
sendiri dari komoditi di daerah tersebut seperti kerupuk kepiting, abon 
ikan dan lain sebagainya. Yang ketmggotaannyu terdiri dari ibu-ibu 
rumah tangga.68 
 
Terkadang hal itu bisa diiakukan dengan hanya membantu orang- 
orang untuk mengetahui berbagai cara yang mereka bisa mengubah kehidupan 
mereka sendiri, sehingga mereka tidak memberikan kontribusi atau 
memperkuat berbagai struktur memberikan informasi hanya dengan 
memberikan informasi yang relevan pada penduduk kelompok masyakat bisa 
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melakukan suatu peran yang bermanfaat. Informasi ini merupakan hal yang 
sangat penting bagi sebuali masyarakat dalan? merencanakan berbagai cara 
yang paling baik untuk memenuhi kebutuhannya, bagaimana melibatkan 
penduduk sebanyak mungkin dalam berbagai pengembangan masyarakat. Hal 
tersebut dapat membantu menyoroti apa yang spesial atau berbeda mengenai 
masyarakat itu, dan dimana perbedaan dari angka nasional.69 
Kelompok masyarakat juga akan berada dalam suatu posisi yang baik 
untuk memberikan informasi mengenai berbagai program dalam masyarakat-
masyarakat yang lain; seseorang harus berhati-hati dalam metransfer sebuah 
program-program yang sukses dari satu tempat yang lain, Karena beragam 
sosial lokal,budaya dan politik, namun hal tersebut rnasih penting bagi orang- 
orang untuk memiliki beberapa ide mengenai bagaimana berbagi hai 
dekerjakan ditempat lain dengan begitu mereka dapat belajar dari kesuksesan 
dan kegagalan masyarakat yang lain. Informasi mengenai berbagai sumber 
eksternal, seperti berbagai petunjuk pembiayaan, keahlian, berbagai pedoman, 
berbagai prestasi audio-visual dan berbagai paket pelatihan, adalah wilayah 
lainyang secara mudah memberikan informasi kepada penduduk tentang apa 
yang dapat menjadi sebuah layanan penting kerja masyarakat. 
Prinsip kepercayaan diri menuntut seseorang pekerja untuk berhati-
hati untuk tidak mengabaikan berbagai sumber lokal, namun dengan kehati-
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hatian ini, masih penting bagi berbagai masyarakat untuk mampu 
menggunakan berbagai suiuber eksternal yang pantas. Sering kali layak bagi 
kelompok masyarakat untuk mengimformasikan sebuah masyarakat tentang 
keadaan ekonomi atau realitas politik yang perluh mereka hubungi. Terkadang 
para anggota masyarakat dengan sendirinya akan sadar dengan hal ini, namun 
dalam sebuah masyarakat yang orang- orangnya memiliki akses terbatas untuk 
memanfaatkan berbagai sumber, yang orang-orangnya telah memilih sebuah 
gaya hidup terisolasi atau suatu masyarakat yang terpenjara oleh berbagai 
kepentingan yang sangat kuat, penting bagi seorang pekerja masyarakat untuk 
mampu menginformasikan penduduk mengenai berbagai hal yang rnungkin 
secara langsung atau tidak langsung memengaruhi mereka. Seorang pekerja 
masyarakat bisa jadi yang pertama mengetahui, contohnya, bahwa seorang 
employer daerah sedang mempertimbangkan sebuah pembangunan pabrik, 
dan sebuah jalan raya lingkar yang ditawarkan akan memotong membelah 
masyarakat jadi dua. Partisipasi masyarakat adalah upaya yang dilakukan 
masyarakat terutama di kawasan sekitar hutan mangrove untuk ikut mengelola 
sekaligus mempertahankan ekosistem hutan mangrove secara terus menerus 
dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan hidup. 
Partisipasi masyarakat tidak hanya menyumbang tenaga, tetapi harus 
diartikan lebih luas, yaitu harus menyangkut dari taraf perencanaan, 
pelaksanaan dan pemanfaatan. Di samping itu. masyarakat cukup kreatif 
dalam membangun hubungan ketnitraan dengan pihak lain terkait pengelolaan 
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dan pelestarian hutan mangrove yang termanifestasi dalam bentuk hubungan 
dagang, antara lain transaksi penjualan bibit tanaman mangrove, juga 
terwujud dalam bentuk ketnitraan pendidikan lingkungan hidup. Seperti 
wawancara berikut ini: 
Pertamina pernah meminta untiik diadakan 5000 bibit 
mangrove dan itu dibeli oleh pertamina sendiri untuk ditanam 
didaerah lain dan hasil penjualannya kami alokasi untuk 
kepentingan bersama.70 
 
Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam 
pengelolaan hutan magrove secara lestari adalah intensitas penyuluhan dan 
dukungan lingkungan sosial. Faktor-faktor yang berhubungan dengan 
keberlanjutan manfaat hutan mangrove adalah dukungan lingkungan sosial 
dan perilaku masyarakat. Strategi yang tepat untuk meningkatkan perilaku 
masyarakat dalarn pengelolaan hutan mangrove adaiah: (a) penetapan 
kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan mangrove oleh masyarakat 
sekitar hutan mangrove, (b) pengembangan stimulan bagi masyarakat sekitar 
hutan mangrove untuk tetap mengelola, memelihara, dan memanfaatkan 
kawasan hutan mangrove secara baik dan benar, (c) pengembangan dan 
penmgkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan mangrove secara 
lestari, (d) pengembangan upaya terciptanya usaha industri rumah tangga. 
Ekosistem mangrove perlu dilestarikan agar dapat memperoleh manfaat yang 
sebesar-besarnya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pihak yang 
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selalu dianggap sebagai penyebab rusaknya hutan mangrove adalah 
masyarakat sekitarnya. 
Hutan mangrove di Lantebung juga tak Input dari fenomena tersebut. 
yaitu ada hutan mangrove yang rnengalanii deforestasi karena perilaku 
masyarakat yang apatis dan destruktif, namun ada juga hutan mangrove yang 
berada dalam kondisi baik, terjaga dan tetap lestari karena dikelola dengan 
baik oleh masyarakat. Seperti pemyataan salah satu tokoh masyarakat di 
lantcbung : 
Bahwa terjadi pernbabatan secara liar oleh oknum-okmun yang tidak 
bertanggung jawab. yang meminta untuk tidak sebut namanya. Karena telah 
terjadi transaksijual beli lahan.71 
Sebagaimana yang diketahui bahwa daerah hutan mangrove adalah 
ruang terbuka hijau dan juga termasuk daerah konservasi. 
Konservasi sumberdaya hayati laut merupakan salah satu tipe 
irnplementasi pengeioiaan ekosistem sumberdaya iaut dari kerusakan akibat 
aktivitas masyarakat. Kawasan konservasi ini biasanya dilindungi oleh 
hukum, sehingga sering disebut pula sebagai kawasan lindung. Kawasan 
konservasi laut mempunyai peranan penting dalam program konservasi 
sumberdaya alam di wilayah laut. Walaupun kawasan ini cenderung lebih 
                                                           
71Wawancara dengan Bapak Bahtiar ( Tokoh masyarakat di Lantebung ) Pada tanggal 28 
Maret 2017 
68 
 
 
baru ditetapkan dibandingkan keahlian tertentu untuk mengidentifikasi, 
mendirikan, dan mengelolanya.72 
Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis peran peran dari beberapa 
actor diantaranya Pemerintah, LSM dan Masyarakat dalam pengembangan 
pengelolaan ekowisata hutan mangrove dan mengalisis faktor-faktor yang 
berhubungan dengan perilaku masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove 
serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan perilaku positif 
masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove. Seperti wawancara berikut ini: 
Seiak tahun 2010 saya secara pribadi sudah melakukan 
penanaman bibit mangrove karna yang saya ketahui hanya 
sebatas bahwa mangrove ini berfungs i iintuk menahan ombak, 
dan tempat hidupnya spesies laut yang bisa dimanfaatkan. 
Setelah tahun 2013 para instansi pemerintah dan lembaga-
lembaga swasta lainnya juga sudah mulai masuk untuk 
melakukan penanaman bibit mangrove. Disitulah saya baru 
mengetahui bahwa tanaman ini sangat dilindungi dan 
pemerintah mernang mengatur undang-undang untuk 
perlindungan kawasan mangrove.73 
 
Sebagaimana penjabaran di muka, partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan kawasan hutan mangrove merupakan suatu aset sumber daya 
manusia yang harus dimanfaatkan secara maksimal guna memelihara 
kelestarian hutan mangrove. Dalam hal ini masyarakat diharapkan tidak hanya 
menjadi obyek melainkan dapat menjadi subyek dalam program- program 
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pengelolaan lingkungan, seperti pernyataan wawancara berikut ini dengan 
Seksi pemerintahan kinerja Lurah dan RT/RW berikut ini: 
Disana itu harus terpadu antara pemerintah, masyarakat dan 
LSM. Jangan hanya satu pihak saja yang ikut serta. Sarna 
hainya seperti baru-baru ini ketika kami turun ke lapangan 
meninjau lokasi hutan mangrove di lantebung. Ada   
kecenderungan   dari   rnasing-masing  pihak  yang   ingin   
menonjol didalamnya.74 
 
Walaupun dalam kemitraan kedudukan aktor pelakunya saling 
membutuhkan, namun dukungan dari pemerintah merupakan 
dorongan/rnotivasi terbentuknya kemitraan. Hal ini juga sudah sesuai dengan 
Firman Allah SWT dala Qur'an Surah An-nisa 74:59 yang berbunyi: 
 
 
Terjemahnya : 
orang-orang yang beriman, ta'ati/ah Allah dan ta'atilah Rasul 
(Nya), dan u/il amri di antara kamn. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat fen tang sesuatu, inaka kembalikanlah la 
kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utatna (bagimu) dan lebih baik akibatnya.75 
 
Dalam Penjelasan ayat di atas bahwa taatilah Allah, Rasul, dan ulil 
arnri diantara kamu, itu sudah sejaian dengan mitra kerja sama antara 
masyarakat dan Pemerintah dan dalam hal ini masyarakat tersebut ikut 
                                                          
74Wawancara dengan Drs.Kamsidin Arib ( Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW) 
Pada tanggal 19 Mei 2017 
75Departemen Agama RI, Al-Qt/r 'an dan terjemahaniiya, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 
2005) h.78 
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berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, itu artinya bahwa 
masyarakat sudah taat pada pemerintah demi untuk menyukseskan kegiatan 
yang di maksud. 
Dari kenyataan tersebut diperlukan upaya dengan menerapkan pola 
pendekatan kemitraan (Co-management) karena masyarakat juga 
menghendaki adanya pengelolaan pesisir secara maksimal. Pendekatan co-
management merupakan langkah yang dapat memberikan ruang bagi 
keterlibatan masyarakat untuk ikut mengelola kawasan hutan mangrove. 
Seperti pernyataan berikut ini: 
Mangrove itu setahu saya adalah sebuah pohon yang bisa 
rnenahan ombak juga menahan lumpur, Karena didu sebelum 
adanya mangrove daerah sekitar sini itu ombaknya sampai 
kedepan rurnah. Buah dari mangrove juga dapat dihasilkan 
menjadi teh dan kita kering melalui program pengelolaan 
hutan mangrove disini.76 
 
Pada dasarnya selama ini masyarakat memahami pentingnya 
pelestarian hutan mangrove, akan tctapi adanya kctcrbatasan ilniu 
pengetahuan dan minimnya sumber daya manusia (SDM) masyarakat 
menyebabkan pemahaman mereka hanya sebatas tahu saja. 
Oleh karena itulah perlu adanya optimalisasi peran sumber daya 
manusia yang ada, salah satunya mengajak masyarakat sebagai mitra dalam 
melestarikan hutan mangrove di lantebung. Hal tersebut dapat diketahui dari 
                                                           
76Wawancara dengan Bapak Bahtiar ( Tokoh masyarakat di Lantebung ) Pada tanggal 28 
Maret2017 
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penyataan masyarakat sekitar yang mengutarakan keinginannya untuk ikut 
serta dalam mengeiola wiiayah hutan mangrove menyatakan bahwa: 
Kita disini sebagai masyarakat hams tetap menjaga pohon 
mangrove yang masih tersisa agar tidak ditebang oleh 
masyarakat lain, serta mencari bibit baru dan menanam bibit 
untuk menjaga ekosistem mangrove semakin berkembang.77 
 
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kendala utama masyarakat 
dalam pengelolaan hutan mangrove adalah minimnya pengetahuan tentang 
hutan mangove. Pola dari kemitraan (co-management) juga melibatkan 
masyarakat dalam proses penyusunan rencana tindak kerja, pelaksanaan dan 
tahap evaluasi sebagai salah satu respon terhadap dominasi pendekatan 
pembangunan model top down. Di dalam Undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah 
mempunyai kewenangan dalam mengeiola sumberdaya alam. 
2. Kemitraan Pemerintah dalam mengelola Ekonomi wisata hutan mangrove 
Kemitraan (co-management) dalam niasyarakat Indonesia mcrapakan hal yang 
tidak asing karena dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal gotong-
royong.Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu 
disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat- syaratnya, yaitu dapat 
dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, sifatnya 
universal, sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni, kareaa 
                                                           
77Wawancara dengan Irwan Nurdin (Karyawan Swasta) Pada tanggal 05 April 2017 
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banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu 
berkat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. 
Bila mengacu pada kebijakan sebelumnya dengan mengelola 
sumberdaya alam secara top-Down atau terpusat pada pemerintahan 
(Government based) hal tersebut sering mengalami kegagalan dan selanjutnya 
seyogyanya diubah dengan bekerjasama dengan masyarakat untuk 
menciptakan suatu pengelolaan kemitraan/partisipatif. Tetapi karena 
paradigma ini masih baru dan belum mapan, maka perlu dikaji secara 
mendalam dan serius dampaknya. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah 
memerlukan mitra kolaborasi yang berupa sebuah lembaga yang dapat 
mewakili dan diakui oleh masyarakat, Seperti wawancara dengan Sekretaris 
Lurah Bira berikut ini; 
Pemerintah kota dan pemerintah provinsi satu persatu datang 
di daeah kawasan mangrove ini untuk tnelakukan kegiatan 
atau civitas yang beragam haik itu fisik maupun nonfisik. 
Kama sudah rnaraknya bantuan vang   masuk   akhirnya   
masyarakat   setempat   memetakan   diri   secara alamiah dan 
mulai mengklaim lahan.78 
 
Dengan demikian akan tumbuh perasaan memiliki dan dengan 
sukarela akan menjaga dan mengelola lingkungan dengan baik. Undang-
undang No.23/1997 menjelaskan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah 
membentuk suatu kemitraan bersama masyarakat dan lembaga swasta lainnya 
                                                           
78Wawancara dengan Muhammad Kasim Sekertaris Keiurahan Bira Pada tanggal 19 Mei 
2017 
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dalam pengelolaan lingkungan, seperti wawancara dengan Seksi 
Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW : 
Kami dari pihak pemerintah, khususnya disini pemerintah 
kecamatan sangat mendukung program pengelolaan ekowisata 
hutan mangrove di lantebung ini. Dan mari kita sama-satna 
menjaga apa yang telah ditanam di lantebung agar 
kedepannya tidak ada lagi penebangan liar.79 
 
Dari pernyataan di atas bahwa dukungan dari pihak pemerintah 
sebagai lembaga formal dalam proses menuju kemitraan sangat diperlukan 
mengingat pemerintah sebagai lembaga tertinggi yang mempun}'ai otoritas 
dalam menentukan kebijakan wilayah pemeintahannya yang transparan, 
terbuka dan juga tidak berpihak. Seperti wawancara berikut ini: 
Yang telah kami sumbangsikan selaku Pemerintah Kehirahan 
Bira Lantebung yaitu, membantu dalam proses administrasi 
meliputi kegiatan surat menyurat, dan bantuan baikfisik 
maupun nonfisik.80 
 
3. Kemitraan LSM dalam mengelola Ekonomi wisata hutan mangrove Dalarn 
peran mengelola Ekonomi wisata hutan Mangrove, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam hal ini Yayasan Econatural Society berpartisipasi 
sebagai Fasilitator pendamping masyarakat. Econatural society adalah sebuah 
Lembaga Swadaya yang Independen. Yayasan Econatural Society ini 
bergerak pada berbagai aspek dan dimensi dalam bidang perbaikan mutu 
                                                           
79Wawancara dengan Drs.Kamsidin Arib (Seksi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW) 
Pada tanggal 19 Mei 2017 
 
80Wawancara dengan Muhammad Kasim Sekertaris Keiurahan Bira Pada tanggal 19 Mei 
2017 
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lingkungan dan penegelolaan lingkungan pada umumnya dan lebih khusus 
lagi pada sektor kelautan dan perikanan dalam "bentuk kajian keilmuan yang 
berhubungan dengan wilayah pesisir, pengembangan sosial dan budaya 
masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya alam.81 
Mendesain dan merencanakan program dilakukan setelah hasil 
pengkajian secara detail. Metodologi yang umum digunakan adalah 
assassment terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti wawancara dengan 
Pembina Yayasan Econatural Society: Sebelum merencanakan desain dan 
melakukan program di masyarakat maka sebelumnya itu melakukan 
assassment dilapangan agar kegiatan tidak ,sia-sia, tepat sasaran dan 
berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.82 
 
Langkah awal yang perlu dipahami adalah mengetahui kebutuhan dan 
potensi masyarakat yang didampingi maka perlu pendekatan baik formal 
maupun nonformal. Pendekatan formal berarti mencari informasi tentang 
kebutuhan masyarakat seperti sosialisasi, seminar, dan pelatihan. Adapun 
pertemuan non formal seperti ikut berbaur dengan keseharian masyarakat.  
Seperti wawancara berikut ini dengan Fasilitator pendamping Yayasan 
Econatural Society : 
Econaturat itu mulai masuk ke Lantebung tahun 2016, 
sebelumnya pihak pertamina telah masuk tahun 2014. yang, 
                                                           
81Profil Yayasan Econatural. 
82Wawancara dengan Ziaulhaq Nawawi Pembina Yayasan Econatural Society Pada tanggal 15 
April 2017 
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bekerjasama dengan BHLD Provinsi telah melakukan 
program-program penanaman mangrove serta budidaya 
kepiting dan didampingi oleh beberapa masyarakat sekitar, 
tetapi programnya tidak berjalan dengan baik dimana ketika 
tidak adanya dana biaya maka program tidak berjalan83 
 
Untuk mendukung hal diatas agar dapat tercapai dan berjalan sesuai 
perencanaan, maka Yayasan Econatural rneiakukan program-program tertentu 
guna mengembangkan pola pikir dengan meningkatkan kreatifitas dan dengan 
masyarakat untuk lebih mengenal dunia luar. Serta dapat 
meningkatkannekonomi masyarakat. Seperti wawancara berikut ini : 
Kami masuk bukan dengan model seperti yang dilakukan oleh 
lembaga sebelumnya, kami menggunakan model 
pemberdayaan, termasuk salah satu kelompok yang kami 
berdayakan itu adalah remaja masjid (Remas). Karena mereka 
masih dalam kondisi yang belum tersentuh oleh lembaga-
lembaga sebelumnya. Menurut kami dengan bersinergi dengan 
kalangan pemuda lebih efektif.84 
 
Disamping rncndampingi Rernaja Masjid (Remas) kami juga aktif 
dalam melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, dengan 
tinggal bersama masyarakat. Seperti wawancara berikut ini: 
Jadi selain dari itu, kami juga mengadakan pembelajaran ten 
tang mangrove mulai dari pembibitan sampai dengan 
penanaman mngrove, juga menciptakan  koomoditas 
mangrove, budidaya kepiting dan pengelolaan limbah berbasis 
masyarakat.85 
 
                                                           
83Wawancara dengan Ardiansyah Fasilitaor Pendamping Yayasan Econatural Society Pada 
tanggal 17 April 2017 
84Wawancara dengan Ardiansyah Fasilitaor Pendamping Yayasan Econatural Society Pada 
tanggal 17 April 2017 
85Wawancara dengan Ardiansyah Fasilitaor Pendampimg Yayasan Econatural Society Pada 
tanggal 17 April 2017 
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Dari wawancara tersebut penulis memberikan penjelasan bahwa 
selama ini Yayasan econatural belum dapat berperan secara maksimal dengan 
model pemberdayaan dalarn rnelaksanakan program-programnya, 
dikarenakan rnasih ada banyak hal-hal yang perlu dibenahi secara agresif dan 
mendalam. 
4. Pola Interaksi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam pengelohan 
Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makasar 
Dalam pengelolaan hutan mangrove di Lantebung Kota Makassar, 
masyarakat telah berperan serta dalam menyusun proses perencanaan dan 
pengelolaan hutan mangrove secara lestari. Dengan pola pengelolaan berbasis 
masyarakat, diharapkan setiap rumusan perencanaan muncul dari masyarakat 
(bottom up). Dalam pengelolaan ini dikenibaiigkan metode-metode sosial 
budaya masyarakat seternpat yang bersahabat dengan lingkungan ekosistem 
hutan mangrove dalam bentuk pertemuan secara berkala oleh, dari dan untuk 
masyarakat yang diisi dengan penyuluhan, penerangan untuk membangkitkan 
kepedulian masyarakat dalam berperan serta mengelola hutan mangrove. 
Pola pendekatan dilakukan dengan dua cara yaitu Program 
Perencanaan Partisipasi Pembangunan masyarakat sebagai salah satu upaya 
perencanaan berdasarkan rumusan yang dikembangkan dengan melibatkan 
masyarakat dan pcndckatan PRA (Participatory Rural Appraisal). Pola 
pendekatan PRA ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
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perencanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan ekosistem hutan 
mangrove. 
Dalam kaitan ini, penggalian akar budaya aturan setempat menjadi 
salah satu fokus utama kegiatan yang perlu diprioritaskan. Metode PRA 
diterapkan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat desa memiliki kemampuan 
(potensi) dalam mendeskripsikan kehidupan mereka sendiri. Metode ini 
memungkinkan masyarakat setempat menganalisis pengetahuan mereka 
tentang kehidupan mereka sendiri untuk membuat suatu rencana atau 
implikasinya. 
Keterlibatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam hal ini 
Yayasan Econatural society, pada dasamya merupakan babak baru dari peran 
serta masyarakat yang sebelumnya hanya diwarnai oleh pelaku utama yaitu 
Pemerintah kota dan provinsi. Namun seiring dengan era demokratisasi dan 
keinginan menuju masyarakat madani, maka peran Pemerintah lebih sebagai 
fasilitator, regulator dan stimulator. Banyak kegiatan yang pada masa lalu 
dilakukan oleh Pemerintah telah diambil alih oleh LSM, masyarakat dan 
kalangan swasta, 
Peran masyarakat sangat penting mengingat keberhasilan 
program/kegiatau ini akan sangat bergantung pada kerjasama yang diberikan 
masyarakat. Untuk itu diadakan pertemuan dan diskusi antar anggota 
masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove. Dalam pertemuan, 
masyarakat sendirilah yang membahas dan memusyawarahkan tentang 
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kondisi hutan mangrove. Melalui pertemuan dan diskusi ini rnasyarakat 
mcngidcntifikasi dan mcnginvcntarisir scniua masalah lingkungan pantai yang 
terjadi dan akibat yang telah ditimbulkan. 
Disamping itu juga muncul ide-ide dan alternatif pemecahan masalah 
yang datang dari masyarakat sendiri. Pemerintah dapat berlaku sebagai 
fasilitator untuk memberikan arahan damn membantu program dan ide-ide 
yang telah disepakati oleh masyarakat dan nantinya diharapkan akan timbul 
kesadaran masyarakat tentang arti penting hutan mangrove bagi manusia dan 
kehidupan makhluk kainnya. Selama ini pemanfaatan hutan mangrove 
mengarah ke eksplotasi yang berlebihan, bahkan tak terkendali. 
Di beberapa kawasan di Indonesia, keseimbangan hutan mangrove dan 
lingkungan sekitarnya mulai terganggu. Padahal berbagai peraturan 
pemerintah telah dikeluarkan, diantaranya yaitu : UU No.5 tahun 1960 tentang 
Pokok-Pokok Agraria, UU No.5 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, 
UU No.24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No.23 tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.9 tahun 1985 tentang Perikanan, UU 
No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya., PPNo,51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan dan PP No. 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. 
Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kesadaran kepada 
masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove akan pentingnya pelestarian 
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kawasan hutan mangrove ini  sangat penting. mengingat kerusakan hutan 
mangrove paling parah disebabkan oleh perilaku manusia. 
Dapat dikatakan bahwa pola interaksi antara Pemerintah, LSM, dan 
Masyarakat dalam mengelola Ekonomi Wisata Hutan Mangrove di Lantebung 
adalah Pola kemitraan, dimana masyarakatlah yang berperan besar dalam 
perencanaan tersebut. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tersebut maka penulis memberikan kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pola Interaksi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam pengelolaan 
Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar itu sudah terjalin dengan sangat baik dan 
sistematis, Dalam pengelolaan hutan mangrove di Lantebung Kota Makassar, 
masyarakat telah berperan serta dalam menyusun proses perencanaan dan 
pengelolaan hutan mangrove secara lestari. Dengan pola pengelolaan berbasis 
masyarakat, diharapkan setiap rumusan perencanaan muncul dari masyarakat 
(bottom up). Dalam pengelolaan ini dikembangkan metode-metode sosial 
budaya masyarakat setempat yang bersahabat dengan lingkungan ekosistem 
hutan mangrove dalam bentuk pertemuan secara berkala oleh, dari dan untuk 
masyarakat yang diisi dengan penyuluhan, penerangan untuk membangkitkan 
kepedulian masyarakat dalam berperan serta mengelola hutan mangrove. 
2. Pola Kemitraan antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat dalam pengelolaan 
Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung Kelurahan Bira Kecamatan 
Tamalanrea Kota Makassar sudah terbentuk kerja sama dengan baik juga, itu 
dibuktikan dengan peran Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah, lembaga 
swasta, Pertamina, maupun LSM yayasan Econatural Society dalam 
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melakukan mitra kerja sama yang baik dengan melakukan Kegiatan-kegiatan 
Sosial Seperti Penanaman bibit mangrove, membuat rumah Produksi, 
sosialisasi, pelatiham-pelatihan, budidaya kepiting, pemerdayaan remas 
(remaja masjid). 
B. Implikasi Penelitian 
Dari hasil kesimpulan tersebut maka implikasi penelitian yang dihasilkan 
oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Mengaharapkan agar Pola interaksi antara Pemerintah, LSM, dan Masyarakat 
dalam pengelolaan Ekonomi wisata hutan mangrove di Lantebung Kelurahan 
Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar tetap mepererat hubungan 
relasinya agar masyarakat bisa lebih mandiri dan merasa nyaman dalam 
melakukan kegiatan sehari-harinya. Penelitian ini lebih fokus kepada peran 
Pemerintah, Lsm dan Masyarakat dalam pengelolaan ekonomi wisata hutan 
mangrove, oleh sebab itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kondisi 
dan aksesibilitas yang dapat mendukung kegiatan pengembangan ekowisata di 
kawasan hutan mangrove di Lantebung. 
2. Diharapkan juga adanya perhatian lebih dari pemerintah setempat untuk 
penanaman mangrove untuk spesies yang belum ada sehingga keanekaragaman 
mangrove di lantebung meningkat serta adanya mangrove sebagai penahan 
abrasi pantai. 
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